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“KINERJA NAZIR ORGANISASI MUHAMMADIYAH
PONOROGO DALAM PERSPEKTIF TEORI
PROFESIONALISME ERI SUDEWO”

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang kinerja pengelola wakaf
organisasi atau disebut nazir organisasi pada Persyarikatan
Muhammadiyah Ponorogo. Wakaf merupakan salah satu aspek
yang seharusnya juga sangat diperhatikan dalam Islam karena
mengedepankan hajat sosial ~ekonomi dalam rangka
menyejahterakan umat. Kehadiran nazir sebagai pihak yang
diberi kepercayaan dalam mengelola harta wakaf menjadi
sangat penting. Sementara para nazir adalah orang-orang sibuk
dan bukan ahli di bidang pengembangan usaha. Keberadaan
lembaga pendidikan, rumah sakit dan amal usaha lainnya
merupakan  wujud  dari ~ pengelolaan  wakaf pada
Muhammadiyah. Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif
melalui penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara,
observasi dan analisa dokumen. Studi ini mengungkapkan
bahwa nazir wakaf Muhammadiyah telah melaksanakan
tugasnya secara profesional meski tidak ideal. Dengan kondisi
yang demikian nazir wakaf mampu bekerja dengan maksimal
dalam mewujudkan keinginan wakif (orang yang berwakaf)
serta mengembangkan harta wakaf dengan baik. Nazir wakaf
Muhammadiyah masih harus ditingkatkan lagi dalam hal
kinerja, yaitu dengan diadakan pelatihan terkait dengan tata
kelola secara profesional, seperti pengarsipan (penyimpanan
dokumen), teknik berkomunikasi dan negosiasi, termasuk juga
pelatihan tentang fundrising wakaf.

Kata kunci : nazir, wakaf, muhammadiyah



"THE PERFORMANCE OF NAZIR ORGANIZATION
MUHAMMADIYAH PONOROGO IN THE
PERSPECTIVE OF PROFESSIONALISM THEORY
ERI SUDEWO"

ABSTRACT

This research discusses the performance of waqf
managers of organizations or called nazir organizations in
Persyarikatan Muhammadiyah Ponorogo. Wagqf is one aspect
that should also be very considered in Islam because it
promotes socioeconomic activities in order to prosper the
people. The presence of nazir as a trusted party in managing
wagf assets becomes very important. While the nazir are busy
people and not experts in the field of business development.
The existence of educational institutions, hospitals and other
business charities is a manifestation of the management of
wagf in Muhammadiyah. This study adopts qualitative
approach through field research conducted with interview,
observation and document analysis. This study reveals that
muhammadiyah waqf nazir has carried out its duties
professionally although not ideally. With such conditions nazir
waqf able to work optimally in realizing the wishes of wakif
(people who waqf) and develop waqf property well.
Muhammadiyah waqf nazir still have to be improved in terms
of performance, namely by conducting training related to
professional governance, such as archiving (document storage),
communication and negotiation techniques, including training
on wagqf fundrising.

Keywords: nazir, wagf, muhammadiyah
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika membincang wacana gerakan ekonomi Islam,
arah pemikiran dan diskusi seakan hanya tertumpu pada
dua teori besar yaitu, tentang larangan riba dan perintah
membayar zakat, infaq dan sadagah (ZIS)."! Hal ini
dikarenakan kedua persoalan di atas telah ditegaskan
begitu eksplisit dalam al-Qur’an dan hadis. Padahal masih
ada institusi ekonomi Islam lainnya yang perlu mendapat
perhatian karena memiliki potensi ekonomi yang luar biasa,
yaitu wagf (wakaf). Wakaf merupakan salah satu aspek
yang seharusnya juga sangat diperhatikan dalam Islam
karena mengedepankan hajat sosial ekonomi dalam rangka
menyejahterakan umat dan kepentingan syiar Islam.?

Ciri utama wakaf yang sangat membedakan dengan
ibadah lainnya adalah ketika wakaf ditunaikan maka terjadi

pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah

'Azhari Akmal Tarigan, Dari Etika Ke Spiritualitas Bisnis, (Medan: IAIN
PRESS, 2015), 191.

“Siah Khosyia’ah, Wakaf dan Hibah perspektif Ulama Figh dan perkem-
bangannya di Indonesia, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 5.
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yang diharapkan abadi dan memberikan manfaat secara
berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan terjadi proses
distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari
manfaat pribadi (private benefit) menuju manfaat
masyarakat (social benefit).?> Benda yang diwakafkan harus
bersifat tahan lama dan tidak mudah musnah. Harta yang
diwakafkan kemudian menjadi milik Allah, dan berhenti
dari peredaran (transaksi) dengan tidak boleh diperjual
belikan, tidak boleh diwariskan dan tidak boleh
dihibahkan.*

Terminologi wakaf berasal dari Bahasa Arab, yaitu
waqafa-waqfan-wuk fan yang artinya berhenti.®> Kata kerja
wagafa ini adakalanya memerlukan objek (muta‘addi) dan
adakalanya tidak memerlukan objek (lazim). Sinonim waqf
ialah habs, waqgafa dan habasa dalam bentuk kata kerja
yang bermakna menghentikan dan menahan atau berhenti

ditempat.® Disebut menahan karena wakaf ditahan dari

® Firman Muntaqo, “Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di
Indonesia” AL-AHKAM Volume 25, Nomor 1, April 2015, 85.

* KementerianAgama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Direktorat Pemberdayaan Wakaf tahun 2006, 25.

> AW. Munawwir, Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka
Progressif, 1997), cet. 14.

® Firman Muntaqo, “Problematika” 88, Bashlul hazami, “Peran...” 177.



kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai
dengan tujuan wakaf.’

Menurut Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004
menjelaskan bahwa: “Wakaf adalah perbuatan hukum
wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk
dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu waktu
tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah
dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah”.®

Sebagaimana dikutip dari al-Asqalani, pada saat
Rasulullah hidup, pengelolaan wakaf dipercayakan kepada
Abu Rafi’ yang memiliki nama asli Ibrahim. Setelah beliau
wafat, pengelolaan wakaf diserahkan kepada Ali bin Abi
Thalib, dilanjutkan Hasan bin Ali, kemudian Husain bin
Ali, diserahkan kepada Ali bin Husain, seterusnya Hasan
bin Hasan, Zaid bin Hasan, dan Abdullah bin Hasan,
sampai kepada masa Abbasiyah.” Sementara itu, pada
masa Umar bin khattab, yang ditunjuk untuk pengelolaan

wakaf atau nazir adalah istri rasulullah, Hafsah. Harta

" Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: KHALIFA, 2008),
45,

8 Penyelenggara Syari’ah Kemenag Kab. Ponorogo, UU Wakaf No 41 tahun
2004, 3.

° Bank Indonesia& Universitas Airlangga, WAKAF : Pengaturan dan Tata
Kelola yang Efektif, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah -
Bank Indonesia, 2016), 101.
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wakaf dari sahabat-sahabat Rasulullah tersebut masih
terjaga hingga saat ini.™

Kehadiran nazir sebagai pihak yang diberi kepercayaan
dalam mengelola harta wakaf menjadi sangat penting.
Nazir itu  berarti  penanggungjawab properti atau
sekumpulan orang yang mengelola dan mengatur properti.
Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazir sebagai
salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa
wakif harus menunjuk nrazir wakaf agar harta wakaf tetap
terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.
Dengan demikian maka harta wakaf itu berfungsi atau tidak
sangat tergantung dari nazir itu sendiri.

Pada beberapa literatur hukum wakaf yang

menggunakan bahasa Indonesia, terdapat perbedaan cara

penulisan kata Nazir ( ;5C). Dalam beberapa penulisan ada

tertulis kata Nazhir, Nadhir dan Nadzhir. Berdasarkan pada
pedoman transliterasi, maka penulis menggunakan kata
Nazir dalam penulisan tesis ini.

Secara bahasa nazir berasal dari kata nazara yang
berarti bashar (melihat), dan tadabbara (merenung). Selain

makna tersebut, kata al-nazr juga dapat diartikan dengan

19 1hid. 102.



al-hafiz  (penjaga), al-musyrif (manajer), al-gayyim
(direktur), al-mutawalli (administrator), atau al-mudir
(direktur).** Nazir atau kadang disebut nazir wakaf karena
merupakan orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf.
Nazir adalah orang yang berkuasa atas harta wakaf,
menjaganya, menjaga hasil perkembangannya dan
melaksanakan syarat/ketentuan wakif.*?

Dengan demikian nazir wakaf adalah orang atau badan
hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan
mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan
wakaf tersebut.*® Seseorang atau lembaga nazir dituntut
untuk bekerja secara profesional dalam melaksanakan
tugasnya. Nazir professional adalah orang yang melakukan
pekerjaan dengan penuh waktu dan hidup dari pekerjan itu
yang mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi
serta punya komitmen yang tinggi atas pekerjaannya.
Seorang nazir wakaf dianggap profesional jika nazir

melakukan pekerjaan karena ia ahli di bidang itu,

"Tiswarni,“Peran Nazir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap
Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Alquran Dan Wakaf Center)”
AL-‘ADALAH Vol. XIl, No. 2 Desember 2014, 414.

?|ajnah Bahtsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Fikih Wakaf
Lengkap, (Lirboyo Press, 2018), 58.

BUlya Kencana, Hukum wakaf Indonesia, (Malang, Kelompok Intrans
Publishing, 2017), 94.
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mengerahkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk
pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, seorang Yyang
profesional mempunyai komitmen yang kuat atas
pekerjaannya. Komitmen pribadi inilah yang melahirkan
tanggung jawab yang besar dan tinggi atas pekerjaannya.
Terkait dengan kedudukan razir, hingga saat ini masih
terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaharui
dalam rangka tercapainya kemashlahatan masyarakat
berkelanjutan.  Perlu  dilakukan upaya penguatan
kelembagaan keberadaan nazir agar dipertegas kembali
status profesinya.** Kondisi di lapangan saat ini, masih
banyak tanah wakaf yang masih belum produktif/memberi
dampak kesejehteraan bagi masyarakat sekitar. Salah satu
hal yang selama ini menjadi hambatan riil dalam
pengembangan wakaf di Indonesia adalah keberadaan nazir
wakaf yang masih tradisional™ dan belum profesional.
Dalam hal penyaluran hasil pengelolaan harta benda wakaf

hanya terbatas pada jenis tertentu, yaitu masjid, madrasah,

“Ibid., 104.
K emenag Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, “Panduan Pemberdayaan
Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia,” tahun 2006, 76.



panti asuhan dan pekuburan. Sedikit sekali yang disalurkan
kepada kegiatan ekonomi produktif.*®

Kebanyakan para nazir perorangan adalah orang-orang
sibuk dan bukan ahli di bidang pengembangan usaha.
Otomatis, hal ini bisa menyebabkan wakaf tidak
berkembang.!” Akibatnya, dalam berbagai kasus ada
sebagian nazir yang kurang memegang amanah, sehingga
mereka melakukan penyimpangan dalam pengelolaan,
kurang melindungi harta wakaf, muncul sengketa wakaf
antara beberapa pihak dan kecurangan-kecurangan
lainnya.'® Sebagai instrumen penting dalam perwakafan,
nazir harus profesional dan tanggung jawab dalam
melaksanakan tugasnya. Apabila nazir tidak mampu
melaksanakan tugas/kewajibannya dalam jangka waktu
1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf (AIW), maka kepala

KUA berhak memberhentikan dan mengganti nazir.*

®Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf..., 9.

YSudirman, Total Quality Manajement (TQM) untuk Wakaf (Malang: UIN-
Maliki Press, 2013), 65.

8 Miftahul Huda, “Mengalirkan Manfaat Wakaf”, (Bekasi: Gramata
Publising, 2015), 4.

Ypenyelenggara Syari’ah Kemenag, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun
2008 tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 9
ayat 3, 57.
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Salah satu lembaga atau organisasi yang mengelola
wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada adalah
persyarikatan Muhammadiyah.  Sejak  berdirinya,
Persyarikatan Muhammadiyah dalam kegiatannya hampir
tidak bisa dipisahkan dari urusan perwakafan tanah.?
Anggaran Rumah Tangga (ART) pasal 5 ayat 2.c
menyebutkan persyaratan pendirian ranting sekurang-
kurangnya ada musholla/surau/langgar sebagai pusat
kegiatan.”* Dengan demikian urusan tanah untuk berbagai
keperluan amal usaha di Muhammadiyah menjadi sebuah
kebutuhan dan hal tersebut membutuhkan adanya nazir.

Status organisasi keagamaan sebagai nazir telah diakui
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,
yaitu dengan memberikan kemungkinan suatu organisasi
keagamaan bertindak sebagai nazir harta benda wakaf.
Pada organisasi Muhammadiyah dalam pengelolaan harta

wakaf dibentuk unsur pembantu pimpinan, yaitu Majelis

Oadijani  Al-Alabij, “Perwakafan Tanah di Indonesia”, (Jakarta:
RajaGrafindo, Cet.4 : 2002), 6.

ZISyara Muhammadiyah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Muhammadiyah 2005 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), cet. 5.
34,



Wakaf dan Kehartabendaan.?? Tugas Majelis Wakaf dan
Kehartabendaan adalah untuk mengembangkan dan
mengamankan harta wakaf dan harta kekayaan milik
Persyarikatan serta membimbing masyarakat dalam
melaksanakan wakaf, hibah, infag dan shadagah serta
lainya bersifat wakaf.?

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
No. 14/DDA/1972 tentang Penunjukan Persyarikatan
Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum Yang Dapat
Mempunyai Tanah Dengan Hak Milik Atas Tanah Yang
Dipergunakan Untuk Keperluan Usaha-Usaha
Persyarikatan,”* maka konsekuensinya adalah seluruh aset
Persyarikatan Muhammadiyah diseluruh Indonesia baik
wakaf atau pun non wakaf terdaftar harus atas nama
Peryarikatan Muhammadiyah, walaupun yang menghimpun
atau nazir wakaf dapat dilakukan oleh Majelis Wakaf dan
Kehartabendaan Wilayah, Daerah ataupun Cabang.

Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 34 Anggaran Rumah

Zgtruktur Majelis dan Lembaga Muhammadiyah, http://www.
muhammadiyah.or.id/id/content-46-cam-majelis.html, [3 Desember 2019],
Diakses pada pukul 8:46 WIB.

“\Wawancara dengan Bapak Samuri, sekretaris Majelis Wakaf dan
Kehartabendaan PDM Ponorogo, pada 20 Desember 2019.

#pp  Muhammadiyah, Surat Surat Pengakuan Muhammadiyah
Sebagai Badan Hukum, (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), him. 4.



http://www.muhammadiyah.or.id/id/%20content-46-cam-majelis.html
http://www.muhammadiyah.or.id/id/%20content-46-cam-majelis.html
http://www.muhammadiyah.or.id/id/%20content-46-cam-majelis.html
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Tangga Muhammadiyah tentang Pengelolaan Keuangan
dan Kekayaan ayat (1) yang menyatakan” Seluruh
keuangan dan kekayaan Muhammadiyah, termasuk
keuangan dan kekayaan Unsur Pembantu Pimpinan, Amal
Usaha, dan Organisasi Otonom pada semua tingkat secara
hukum milik Pimpinan Pusat”.®

Kepemilikan yang tersentral pada PP Muhammadiyah
ini  memiliki beberapa tujuan; pertama, memberikan
jaminan secara hukum terhadap keselamatan atau
kelanggengan asset persyarikatan. Kedua, dimaksudkan
agar pengawasan terhadap asset tersebut dapat dikoordinir
oleh kebijakan persyarikatan dengan standar yang sama.
Hal ini sejalan dengan sikap Kementerian Agama dalam
memandang keberadaan wakaf Muhammadiyah. Surat
jawaban dari Dirjen Bimas Islam Departemen Agama RI
Nomor: Dj.1l/BA.03.2/626/2009 yang ditujukan kepada
Ketua PP Muhammadiyah salah satu isi suratnya mengakui

eksistensi Persyarikatan Muhammadiyah sebagai nazir.?°

»Suara Muhammadiyah, “Anggaran Dasar....", 65.

%Aji Damanuri,“Efektivitas dan Efisiensi Pemanfaatan Harta Wakaf Majlis
Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo”, Kodifikasia, Vol. 6
No. 1 Tahun 2012, 83.
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Kabupaten Ponorogo terdiri dari 21 Kecamatan,
sementara Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM)
Ponorogo memiliki 23 Pimpinan Cabang Muhammadiyah
(PCM) di tingkat Kecamatan. Hal ini menunjukkan
keberadaan Muhammadiyah di Ponorogo telah ada di
semua Kecamatan. Keberadaan nazir wakaf organisasi
kedudukannya berada di tingkat Pimpinan Cabang atau di
Kecamatan, karena terkait dengan pendaftaran atau
legalitas nazir berada di KUA Kecamatan sebagaimana
yang terdapat pada Undang-undang maupun peraturan
pemerintah.?’” Dengan demikian, maka keberadaan nazir
PCM inilah yang menjadi penggerak wakaf organisasi.
Maju dan tidaknya pengelolaan  wakaf pada
Muhammadiyah terletak pada nazir PCM.

Selama ini Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi
modern dan tertib administrasi. Keberadaan lembaga
pendidikan, rumah sakit dan amal usaha lainnya merupakan
wujud dari pengelolaan wakaf pada Muhammadiyah.
Berdasarkan data aset wakaf dari Majelis Wakaf dan
Kehartabendaan PDM Ponorogo, diketahui ada 506 titik

lokasi wakaf dengan luasan 244.038 m?. Dari data tersebut

“’peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008, Pasal 7 ayat 1, 55.
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dipilih 4 (empat) Kecamatan yang memiliki aset paling
banyak, yaitu Kecamatan Ponorogo, Jenangan, Babadan
dan Siman untuk melihat kinerja nazir wakaf organisasi.
Dengan mengelola aset yang besar tentu membutuhkan
manajemen yang profesional. Sehingga keberadaan nazir di
4 (empat) Kecamatan tersebut dianggap dapat
menggambarkan kondisi Kinerja razir Organisasi pada
Muhammadiyah Ponorogo.

Berikut ini data sebaran wakaf Pimpinan Daerah
Muhammadiyah Ponorogo yang dihimpun dari Majelis
Wakaf dan  Kehartabendaan ~ Pimpinan  Daerah
Muhammadiyah Ponorogo:
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DATA SEBARAN WAKAF

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH PONOROGO

Per Desember 2019%

DIGUNAKAN UNTUK

JUMLAH c =
Tanah c | 8 g 2
CABANG Wakaf | Luas o= % § o |8 § 50, N
wakat I8 2|2|¢|3|8|88 28
S| S| |&|&la|3|&d|¥|F
Ponorogo 102 | 38.014 | 30 | 14 | 28 69|57 1]2
Jenangan Barat 62 | 30314 | 10 | 25 | 12 2 5 5|3
Jenangan Timur 58 | 56.514 | 14 9| 12 1 19
Babadan 52 | 43.707 | 13 3 1.712)) 3 2 15122
Siman 46 | 17.616 | 15 | 10 13 5
Jetis 38 | 23.098 | 11 51 16 2 2111
Pulung 31 7.126 | 12 7 8 4
Sawoo 22 4.086 7 6 4 5
Bungkal 20 5.574 5 3 4 6 2
Mlarak 17 6.760 5 2 9 1
Balong 16 1.550 2 3 2 9
Ngrayun 12 1.711 2 1 6 3
Sooko 9 575 2 3 1 3
Slahung B 405 2 3
Jambon 4 525 2 2
Pudak 8 405 2 1
Ngebel 3 350 3
Badegan 3 1.064 3
Kauman 2 2.892 1
Sampung 2 300 2
Sambit 1 1.227 1
Sukorejo 1 225 1
Jumlah 506 | 244.038 {139 | 90 | 125 | 13 |9 |7 | 15 87 | 8 |13

Tabel 1. Data aset wakaf PDM Ponorogo

%8 |_aporan perkembangan aset wakaf tahun 2019 PDM Ponorogo
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Oleh Kkarena itu, penulis tertarik untuk meneliti
pengelolaan wakaf pada organisasi Muhammadiyah itu
dikelola secara profesional oleh nazir wakaf organisasi
menurut Undang-Undang Wakaf dan Profesionalisme nazir
menurut Eri Sudewo (pendiri Dompet Dhuafa), karena
indikator manajemen profesionalisme dipaparkan dengan
sangat jelas. Maka penelitian tesis ini berjudul: “Kinerja
Nazir Organisasi Muhammadiyah Ponorogo Dalam

Perspektif Teori Profesionalisme Eri Sudewo”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tugas nazir Organisasi pada
Muhammadiyah Ponorogo menurut UU Wakaf No 41
tahun 2004?

2. Bagaimana  kinerja  nazir  Organisasi  pada
Muhammadiyah Ponorogo menurut teori
profesionalisme Eri Sudewo?

3. Apa implikasi kenaziran atas tugas nazir pada

Muhammadiyah Ponorogo?
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C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tata kelola wakaf organisasi

Muhammadiyah Ponorogo berdasarkan UU Wakaf No
41 Tahun 2004.

Untuk mengetahui manajamen wakaf organisasi
Muhammadiyah Ponorogo menurut teori
profesionalisme Eri Sudewo.

Untuk mengetahui dampak manajemen  wakaf
organisasi yang telah dilaksanakan dan perkembangan

aset wakaf yang telah berjalan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan
keilmuan ekonomi Islam, khususnya dalam pengelolaan
harta wakaf secara profesional. Karena sebagai titipan
yang memberikan banyak manfaat tidak hanya di dunia,
tetapi juga sangat menentukan pahalanya akan terus
mengalir kepada pemberi wakaf meskipun telah
meninggal dunia, maka wakaf harus dipastikan dikelola

secara amanah di tangan nazir profesional.
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2. Secara Praktis

a.

Dapat meningkatkan Kinerja nazir organisasi agar
menuju pengelolaan secara profesional dan amanah.

Dapat memahami peran penting nazir organisasi
dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan
yang berlaku.

Dapat menjadi rekomendasi untuk proses regenerasi
/ pergantian nazir yang tidak mampu melaksanakan

tugas kenaziran menjadi lebih profesional.

E. Definisi Operasional

1. Kinerja Nazir Organisasi

Kinerja nazir Organisasi adalah tugas yang harus
dilakukan oleh nazir berdasarkan UU No 41 tahun 2004

dalam pasal 11, yaitu:

a.
b.

Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan

Wakaf Indonesia. %

? Penyelenggara Syari’ah Kemenag, UU No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf,

Pasal 11, 8.
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2. Nazir Organisasi

Nazir Organisasi adalah:

a) Orang yang ditunjuk oleh organisasi
Muhammadiyah dan didaftarkan pada Menteri dan
BWI melalui KUA setempat.

b) Nazir organisasi ~merupakan organisasi yang
bergerak di bidang  sosial,  pendidikan,
kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pengurus organisasi yang memenuhi
persayaratan nazir perseorangan, yaitu:
- Warga Negara Indonesia
- Beragama Islam
- Dewasa
- Amanah
- Mampu secara jasmani dan rohani
- Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
2. Salah seorang pengurus organisasi harus
berdomisili di Kabupaten/kota letak benda

wakaf berada.
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3. Memiliki:

Salinan akta notaris tentang pendirian dan
anggaran dasar;

Daftar susunan pengurus;

Anggaran rumah tangga;

Program kerja dalam pengembangan wakaf;
Daftar kekayaan yang berasal dari harta
wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau
yang merupakan kekayaan organisasi;

Surat pernyataan bersedia untuk diaudit. *

3. Profesionalisme

Profesionalisme merupakan sebuah pekerjaan yang

dilakukan dengan menekuni sebuah profesi tertentu.

Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah

hidup dengan mengandalkan keahlian dan ketrampilan

yang tinggi mendalam. Dengan demikian orang

profesional adalah orang yang melakukan pekerjaan

purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan

mengandalkan keahlian dan ketrampilan yang tinggi

*bid., 55.
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serta punya komitmen pribadi yang mendalam atas

pekerjaannya.®

F. Kajian Terdahulu
1. Nama Peneliti : H. Iman Setya Budi
(Dosen Program Studi Ekonomi
Syariah, Fakultas Studi Islam,
Universitas Islam Kalimantan)

Judul Penelitian : Revitalisasi Wakaf Sebagai
Penggerak Ekonomi Masyarakat
(2015).

Kesimpulan - Untuk  optimalisasi  pengelolaan
wakaf, posisi nazir sangat signifikan,
ia merupakan kunci keberhasilan
pengelolaan wakaf. Oleh karena itu
profesionalisme nazir adalah suatu
tuntutan, disamping itu  perlu
sosialisasi secara menyeluruh dan
perubahan paradigma tentang wakaf

yang relevan dengan konteks zaman

*Departemen Agama RI, “Nazhir Profesional dan Amanah”, (2005), 70.
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guna mewujudkan kemaslahatan

masyarakat. >

2. Nama Peneliti : Abdurrahman Kasdi (Dosen STAIN

Kudus)

Judul Penelitian : Peran Nadzir Dalam Pengembangan
Wakaf (2014)

Hasil Penelitian : Eksistensi wakaf dan pemberdayaan-
nya sangat tergantung pada nazir.
Nazir  berkewajiban  mengerjakan
segala sesuatu yang layak untuk
menjaga dan mengelola harta wakaf.
Secara umum, pengelolaan wakaf
dapat terarah dan terbina secara
optimal, apabila nazirnya amanah
(dapat dipercaya) dan profesional.
Karena dua hal ini akan menentukan
apakah lembaga tersebut pada

akhirnya bisa dipercaya atau tidak. **

®H. Iman Setya Budi, “Revitalisasi Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi
Masyarakat”, AL-IQTISHADIYAH, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum
Ekonomi SyariahVVolume: Il, Nomor Il. Juni 2015.

*¥Abdurrahman Kasdi, “Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf”, Jurnal
ZISWAF,Volume 1, Nomer 2, Desember 2014
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3. Nama Peneliti : Aji Damanuri (Dosen IAIN
Ponorogo)

Judul Penelitian : Efektivitas dan Efisiensi Pemanfaatan
Harta Wakaf Majlis Wakaf Pimpinan
Daerah Muhammadiyah Ponorogo
(2012).

Hasil Penelitian : Pengelolaan harta ~ wakaf  di
Muhammadiyah telah berjalan cukup
efektif dan effisien. Karena secara
organisatoris ditangani secara khusus
oleh Majlis Wakaf dan
kehartabendaan, serta harta wakaf
terintegrasi dengan harta
persyarikatan lainnya. Integrasi harta
wakaf dalam Muhammadiyah telah
mampu melahirkan berbagai amal
usaha yang cukup baik, seperti multi
guna masjid, pendidikan, panti

asuhan, pertanian, kesehatan. 3*

¥ Aji Damanuri,“Efektivitas dan Efisiensi Pemanfaatan Harta Wakaf Majlis
Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo”, Kodifikasia, Vol. 6
No. 1 Tahun 2012,
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4. Nama Peneliti : Tata Fathurrohman, Ayi Sobarna

(Univ. Islam Bandung)

Judul Penelitian : Peranan Nazhir Bagi Pengelolaan
Harta Benda Wakaf Secara Produktif
Menurut Hukum Islam Dan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf (2015)

Kesimpulan : Menurut Hukum Islam dan Undang-
undang nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Wakaf, para nazhir harus berusaha
untuk mengelola harta benda wakaf
secara produktif, sehingga
pemanfaatan harta benda wakaf dapat

sesuai dengan peruntukkannya. *

5. Nama Peneliti : Mohammad Syafik Noor (Skripsi
UIN Sunan Kalijaga)

®Tata Fathurrohman & Ayi Sobarna, “Peranan Nazir Bagi Pengelolaan
Harta Benda Wakaf Secara Produktif Menurut Hukum Islam Dan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’Prosiding Seminar
Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora.
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Judul Skripsi

Kesimpulan

: Problematika Pendayagunaan Benda

Wakaf di Kota Yogyakarta (Tahun
2014 — 2015)

2 1.

Belum tersedianya data nazir, baik
perorangan, organisasi maupun
badan hukum agar terdaftar untuk
setiap melakukan pendayagunaan
benda wakaf.

. Para pengurus wakaf (nazir)

hendaknya dalam mengelola wakaf
lebih profesional dengan membuat
laporan-laporan (pembukuan)

dalam menjalankan amanat wakif.

. Untuk memudahkan terlaksananya

fungsi pembinaan dan pengawasan
pendayagunaan wakaf oleh nazir,
mutlak dibutuhkan tersedianya
data nazir untuk pola pengawasan

yang tersistem dan potensi benda
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wakaf yang dikelola olehnya

secara produktif. %

Dari kajian penulisan terdahulu di atas, maka belum ada
yang membahas secara khusus permasalahan Kinerja nazir
Organisasi. Untuk itu penelitian dan penulisan ini berbeda

dari yang sudah ada.

G. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan ini dibagi dalam beberapa bab yang
masing-masing bab mempunyai sub-sub bab yang saling
terkait antara satu dengan lainnya sehingga membentuk
rangkaian kesatuan pembahasan. Adapun sistematika
penulisan sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, bab ini meliputi latarbelakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian, definisi operasional, kajian terdahulu dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua kajian teoritik, yang membahas tentang definisi

teori nazir dan profesionalisme.

*®Mohammad Syafik Noor, “Problematika Pendayagunaan Benda Wakaf di
Kota Yogyakarta (Tahun 2014 — 2015)” Fak. Syariah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.
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Bab ketiga metode penelitian, yang berfungsi untuk
memberikan penjelasan metode yang digunakan dalam
penulisan dan menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis
penelitian, lokasi, teknik pengumpulan data dan analisa.
Bab keempat, paparan data dari rumusan masalah
Bagaimana pelaksanaan Kkinerja nazir Organisasi pada
Muhammadiyah  Ponorogo  menurut UU  Wakaf?
Memaparkan data yang diperoleh dari referensi literatur
dan dari hasil wawancara dengan narasumber setelah
dilakukan penelitian di lapangan.

Bab kelima, paparan data dari rumusan masalah masalah
Bagaimana pelaksanaan kinerja nazir Organisasi pada
Muhammadiyah Ponorogo menurut teori profesionalisme
Eri Sudewo? Memaparkan data yang diperoleh dari
referensi literatur dan dari hasil wawancara dengan
narasumber setelah dilakukan penelitian di lapangan.

Bab keenam, paparan data dari rumusan masalah Apa
implikasi kenaziran atas realitas praktek tugas dan fungsi
nazir terhadap kelembagaan dan peningkatan aset wakaf?
Bab ketujuh penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran-

saran.



BAB Il
KAJIAN TEORETIK

A. Manajemen Wakaf dan Profesionalisme menurut Eri

Sudewo
Ukuran profesionalisme nrazir dalam pengelolaan harta

wakaf, khususnya tanah wakaf produktif strategis adalah :

1. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik
dalam leadership.
Seseorang atau lembaga yang diberikan kepercayaan
dalam pengelolaan harta wakaf, khususnya tanah wakaf
produktif strategis, dituntut memiliki kemampuan
pribadi yang memadai dalam kepemimpinan. Aspek
kepemimpinan dalam lembaga kenaziran menjadi
ukuran baik tidaknya pengelolaan dan pengembangan
secara produktif. Minimnya kualitas kepemimpinan
dalam lembaga kenaziran menjadi bukti tidak
berjalannya system pengelolaan yang baik dalam
lembaga perwakafan selama ini. Lembaga-lembaga
nazir yang ada selama ini masih didominasi oleh

struktur kepengurusan yang otoriter dan tertutup. Untuk

26



itulah, kepemimpinan yang baik dalam lembaga

kenaziran bisa dilihat dalam tiga aspek, yaitu :

1. Transparansi
Dalam  kepemimpinan  yang  professional,
transparansi menjadi ciri utama yang harus
dilakukan oleh seorang pemimpin. Ketika aspek
transparansi sudah ditinggalkan, maka
kepemimpinan tidak akan berjalan dengan baik,
bahkan membuka peluang terjadinya
penyelewengan yang tak terkendali. Adanya
transparansi  kepemimpinan dalam lembaga
kenaziran harus dijadikan tradisi untuk menutup
tindakan ketidakjujuran, korupsi, manipulasi dan
lain sebagainya.

2. Public Accountability (pertanggungjawaban umum).
Pertanggungjawaban umum merupakan wujud dari
pelaksanaan sifat amanah (kepercayaan) dan shidiq
(kejujuran). Karena kepercayaan dan kejujuran
memang harus dipertanggung jawabkan baik di
dunia maupun di akhirat kelak.
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3. Aspiratif (mau mendengar dan mengakomodasi)
Seorang nazir yang dipercaya mengelola harta
milik umum harus mendorong terjadinya sistem
sosial yang melibatkan patisipasi banyak kalangan.
Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya
pola pengambilan keputusan secara sepihak oleh
kalangan elit kepemimpinan. Sehingga mengurangi,
bahkan menutup potensi-potensi yang berkembang,
-yang bisa jadi- mungkin jauh lebih baik atau
sempurna. Kaedah prinsip dalam gerakan yang
aspiratif merupakan cermin dari sifat adil dalam diri

atau lingkungannya.

2. Memiliki visi yang jelas

Nazir harus mempunyai visi yang jelas dan terarah
dalam pengelolaan harta wakaf, khususnya tanah wakaf
produktif strategis. Visi sangat diperlukan karena untuk
menggali potensi dan membuka peluang yang ada
dalam rangka menambah values (nilai) wakaf untuk
kepentingan masyarakat banyak.

Ketiadaan visi dalam pengelolaan akan menciptakan
suasana atau iklim yang tidak menguntungkan bahkan

merugikan sama sekali. Memang harus diakui bahwa
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lembaga-lembaga nazir yang ada selama ini tidak
banyak yang memiliki visi yang jelas dan terarah,
sehingga wakaf hanya ditempatkan pada kerangka teori
ibadah yang memberikan janji pahala yang terus
mengalis pada wakif, sementara kemanfaatan untuk
kehidupan sosial sangat minim, bahkan tidak sama

sekali.

. Mempunyai kecerdasan yang baik secara

intelektual, sosial dan pemberdayaan.

Tentu saja bukan setiap orang bisa menjadi nazir, tapi
orang yang mempunyai kecerdasan intelektual (1Q),
sosial dan pemberdayaan harta wakaf yang baik harus
menjadi persyaratan mutlak. Kemampuan dalam
leadership dan visi yang jelas sangat dipengaruhi oleh
kecerdasan yang dimiliki. Kemampuan kecerdasan
nazir yang minim hanya akan menambah beban
lembaga wakaf. Karena itu ketentuan yang
mensyaratkan =~ kemampuan  kecerdasan  minimal
seseorang atau lembaga nazir harus dilakukan, atau
kalau perlu dicamtumkan dalam klausul UU atau
peraturan di bawahnya, sehingga nanti harapkan nazir

dikelola oleh orang-orang yang memiliki wawasan yang
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luas sekaligus mampu menerapkan dalam manajemen

perwakafan secara umum.

4. Mempunyai kemampuan yang memadai dalam

bidang pengelolaan harta

Disamping memiliki kualitas leadership, visi dan
kecerdasan yang baik, seorang nazir atau lembaga nazir
harus menguasai dan mempraktekkan pengelolaan harta
wakaf secara memadai. Kemampuan manajemen
operasional lembaga kenaziran harus didukung oleh
aspek pendukung manajemen modern dalam system
ekonomi berdasarkan Syari’at Islam (SES). Secara
umum dapat dikatakan bahwa salah satu ciri utama dari
pada system ekonomi syariah adalah pelarangan riba
dalam kegiatan perekonomian.

Variable kunci lainnya dalam SES adalah
pemberdayaan wakaf. Karena wakaf merupakan
wahana mobilisasi sumber daya perekonomian yang
mempunyai kekuatan sosial yang cukup dahsyat apabila

dikelola secara profesional. *’

37KementerianAgama RI, “Panduan Pemberdayaan Tanah...”, 90-95.
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Sementara itu, menurut Eri Sudewo, mantan CEO Dompet
Dhuafa Republika, manajemen wakaf itu membutuhkan
kesungguhan, keseriusan dan perencanaan yang memadahi.
Ada 15 ciri tradisi pengelolaan lembaga sosial kurang
profesional, penyebabnya adalah:
1. Sikap Penyepelean
Pengelolaan wakaf dianggap sepele karena wakaf
sifatnya hanya bantuan dan pengelolaan bantuan itu
merupakan pekerjaan sosial semata sehingga dilakukan
dengan santai dan tanpa beban. Sikap inilah yang
kemudian dinilai belum bisa mendudukkan peran

pengelolaan wakaf pada tempatnya yang benar.

2. Pekerjaan Sampingan
Pekerjaan sosial dianggap pekerjaan sampingan yang
tidak istimewa. Tidak ada penghargaan tinggi terhadap
jenis pekerjaan ini karena dianggap cukup dikerjakan
seadanya dan sederhana. Pekerjaan sosial semacam
pengelolaan wakaf merupakan pekerjaan kelas dua.
Cara pandang yang meremehkan pengelolaan wakaf
semacam ini tentu membuat orang akan segan

menekuni bidang pengelolaan wakaf.
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. Tanpa Manajemen

Pengelolaan wakaf seringkali tanpa bentuk manajemen
yang jelas. Pembagian tugas dan struktur organisasi
hanya formalitas dan kebanyakan menggunakan intuisi
sehingga pengelolaan berjalan berdasar persepsi

masing-masing.

. Tanpa Perencanaan
Karena bersifat bantuan, maka kapanpun bisa

dijalankan atau dilaksanakan saat waktu longgar.

. Struktur Organisasi Tumpang Tindih

Penetapan struktur organisasi tanpa diberi beban
pekerjaan yang jelas / Job Discription seringkali
mengakibatkan tugas-tugas hanya dilaksanakan satu
orang, sementara yang lainnya selalu ada kesibukan

yang tidak bisa ditinggalkan.

. Tanpa Seleksi /Fit and Proper Test SDM

Salah satu kebiasaan lembaga nirlaba di Indonesia
termasuk lembaga pengelola wakaf adalah tidak serius
dalam mencari SDM pengelola. Jarang sekali ada
sistem rekrutmen yang paten, apalagi fit and proper

test yang dirasa terlampau berlebihan. Siapa yang
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berminat pasti diterima, atau bahkan disyukuri, karena

masih ada orang yang mau bekerja.

Kaburnya Batasan Tugas

Tidak jelasnya wewenang, mengakibatkan tidak tegas
pula siapa yang harus bertanggung jawab. Dengan pola
seperti ini, boleh jadi tanggung jawab akan ditanggung
bersama-sama, atau sebaliknya tidak satupun yang
secara tegas mengatakan itu merupakan bagian tugas

dan tanggung jawabnya.

Ikhlas Tanpa Imbalan

Pola lama yang menyebutkan bahwa mengelola
lembaga sosial adalah manajemen lillahi ta’ala. Hal
ini identik dengan pengabdian yang tak perlu
mendapat hak, lebih-lebih menuntut upah yang layak
yang bisa dianggap mengurangi keikhlasan, merusak

pengabdian, kurang pantas dan sebagainya.

. Dikelola Paruh Waktu

Mengabdi tanpa imbalan, hanya sanggup dijalankan
oleh orang-orang yang tidak lagi membutuhkan gaji.
Biasanya, orang seperti ini adalah sudah mapan dalam

pekerjaan atau sudah tidak aktif lagi bekerja karena
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11.
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pensiun. Karena dianggap mampu bekerja, mereka
ingin mengabdikan apa yang dimiliki untuk
kepentingan masyarakat. Hal ini merupakan tindakan
mulia dan harus diakomodir. Sayangnya mereka
mempunyai kemampuan yang terbatas karena tidak

bisa full time.

Lemahnya SDM

Kualitas SDM sebagian besar masih lemah. Beberapa

faktor yang mempengaruhinya antara lain:

a. Lokasi yang berada di pedesaan / bukan pusat kota.

b. Manajemen tergantung pada pimpinan.

c. Sistem rekrutmen tidak berjalan karena jarang ada
yang berminat.

d. Keikhlasan dan bentuk pengabdian.

e. Sulit mendapatkan donatur.

f. Donatur kebanyakan dialokasikan untuk bangunan

fisik, bukan untuk kegiatan ekonomi produktif.

Bukan Pilihan

Bekerja bukan berdasarkan pilihan punya dampak
yang serius. Akan sangat berpengaruh pada kondisi
kejiwaan yang bersangkutan dan lembaga itu sendiri.

Dari pribadi yang bersangkutan, sulit diharapkan bisa
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12.

13.

14.

terbangun komitmen dan konsistensi yang sungguh-
sungguh dalam bekerja dan berdampak buruk pada

lembaga.

Lemahnya Kreatifitas

Pengelolaan tradisional wakaf biasanya cenderung
pasif, kurang kreatif dan tidak inovatif. Kebanyakan
lembaga hanya saling mencontoh yang telah ada.
Padahal lembaga wakaf membutuhkan orang-orang
yang mempunyai cita-cita tinggi dan mau
bereksplorasi untuk menemukan solusi meningkatkan

kemakmuran umat.

Minus Monitoring dan Evaluasi

Salah satu dampak dari lemahnya kreatifitas dan
tiadanya manajemen adalah tidak adanya sistem
monitoring dan evaluasi. Jalannya organisasi masih
sangat tergantung pada pimpinan  sehingga

menyebabkan lemahnya pengawasan dan evaluasi.

Tak Disiplin
Satu budaya di Indonesia yang negatif adalah
ketidaksiplinan. Di hampir seluruh sektor, tidak

disiplin  menjadi bagian sehari-hari. Sehingga
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pelaksanaan program yang telah direncanakan dan

sebagainya menjadi tidak terkontrol dengan baik.

15. Kepanitiaan
Dalam bentuk kepanitiaan biasanya bersifat temporal
atau waktu yang singkat, tanpa perencanaan, mudah

untuk dibubarkan setelah kegiatan dilaksanakan.*®

Dalam Total Quality Manajemen (TQM) untuk wakaf,
dari 15 ciri di atas disebutkan ada 7 (tujuh) kriteria
yang sesuai untuk menggambarkan kondisi kurang
profesional manajemen wakaf, yaitu:**  Sikap
Penyepelean, Pekerjaan Sampingan, Tanpa
Manajemen, Tanpa Seleksi SDM, lkhlas Tanpa
Imbalan, Lemahnya Kreatifitas, dan Minus Monitoring

dan Evaluasi.

B. Nazir Wakaf
Yang dimaksud nazir wakaf adalah:
a) Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang
wakaf disebutkan nazir adalah pihak yang menerima

®Eri Sudewo, Manajemen Zakat; Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip
Dasar (Jakarta:Institut Manajemen Zakat, 2004), 11-20.
¥sudirman, Total Quality Manajement..., 65-68.
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harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan
dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.*

b) Menurut Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan nazir
adalah kelompok orang atau badan hukum yang
diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda
wakaf.*!

c) Menurut Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977
tentang Perwakafan Tanah Milik menyatakan nazir
adalah kelompok orang atau badan hukum yang
diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda
wakaf.*?

d) Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

mendefinisikan nazir adalah pihak yang menerima

“0 penyelenggara Syari’ah Kemenag, UU Wakaf No 41 tahun 2004, 3.
“Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 ayat 5,
https://drive.google.com/file/d/0B2DawF41bYh0QktWUHBGMjVgcnc/vie
w, [2 Desember 2019], diakses pada pukul 07:58 WIB.

2 Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah
Milik, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67370/pp-no-28-tahun-
1977, [2 Desember 2019], diakses pada pukul 07:56 WIB.



https://drive.google.com/file/d/0B2DawF41bYh0QktWUHBGMjVqcnc/view
https://drive.google.com/file/d/0B2DawF41bYh0QktWUHBGMjVqcnc/view
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67370/pp-no-28-tahun-1977
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67370/pp-no-28-tahun-1977
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harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan
dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.®

e) Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia
No 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran
Wakaf Uang, menyatakan bahwa nazir adalah pihak
yang menerima uang wakaf dari Wakif untuk dikelola
dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.**

f) Menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 3
Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan
Penggantian razir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak
Berupa Tanah, nazir adalah pihak yang menerima harta
benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan

dikembangkan sesuai peruntukannya.*

* Penyelenggara Syari’ah Kemenag, Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 41 tahun 2004, pasal 1 ayat 4, him. 51.

* Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 4 Tahun 2009 tentang
Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang,
https://jatim.kemenag.go.id/file/file/PMA/0ejh1395737030.pdf, [2
Desember 2019], diakses pada pukul 09:27 WIB.

*Peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pendaftaran dan Penggantian Nazir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak
Berupa Tanahhttps://www.bwi.go.id/wpcontent/uploads/2019 /09/Peraturan-
BWI-No.-3 Tahun-2008-Penggantian-Nazir.pdf, [2 Desember 2019],
diakses pada pukul 09:33 WIB.



https://jatim.kemenag.go.id/file/file/PMA/oejh1395737030.pdf
https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Peraturan-BWI-No.-3-Tahun-2008-Penggantian-Nazhir.pdf
https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Peraturan-BWI-No.-3-Tahun-2008-Penggantian-Nazhir.pdf
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Nazir wakaf dalam hukum wakaf Indonesia meliputi
peseorangan, organisasi dan Badan Hukum. Hal ini juga
disebutkan dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
Bagian Kelima pasal 9 menjelaskan, nrazir meliputi:
Peseorangan, Organisasi dan Badan Hukum.“® Penjelasan
bab nazir dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perseorangan,
organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan
warga negara Indonesia, organisasi Indonesia dan/atau
badan hukum Indonesia.*” Figur/sosok ndzir dalam hukum
Islam dan hukum Indonesia sangat diperlukan untuk
menjamin  tujuan  wakaf dapat tercapai, Vaitu
kemashlahatan masyarakat yang berkelanjutan dan tidak
bertentangan dengan syariah dan peraturan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta
benda wakaf hanya dapat diperuntukan:

1. Sarana dan kegiatan ibadah;
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim

piatu, bea siswa;

*® penyelenggara Syari’ah Kemenag, UU Wakaf No 41 tahun 2004, 7.
e
Ibid., 38.
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4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak
bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-

undangan. *®

Dengan adanya tanggung jawab untuk mengelola harta
wakaf sebagaimana tersebut di atas, maka tugas nazir
berdasarkan UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam
pasal 11 disebutkan:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;

2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;

3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;

4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf

Indonesia.*

Secara umum para ulama sepakat kekuasaan nazir
wakaf terbatas pada pengelolaan wakaf. Pengelolaan
dilakukan oleh nrazir agar benda wakaf bermanfaat sesuai
dengan tujuan wakaf yang dikehendaki oleh wakif.

Pengangkatan nazir wakaf bertujuan agar harta wakaf tetap

“BIbid., 12-13.
®Ibid., 8.
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terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.
nazir diberi hak untuk menggunakan sebagian dari manfaat
harta wakaf dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas
sebagai pengurus harta wakaf, dan mendistribusikan
peruntukan benda wakaf.>®

Kitab figh membahas tentang syarat orang yang dapat
menjadi nazir. Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi
nazir dengan syarat dapat melakukan tidakan hukum dan
dipercaya oleh wakif. Pengangkatan nazir merupakan hak
penuh wakif saat perwakafan. Artinya, ketika wakif
menyaratkan nazir tertentu untuk wakafnya, maka
persyaratan tersebut harus dipenuhi, baik mensyaratkan
nazir untuk dirinya sendiri, orang lain, maupun nazir
setelahnya (urutannya).”* Persyaratan yang diberikan
ulama untuk menjadi nazir adalah:
1. Adil, dalam arti orang yang selalu mawas diri dari

perbuatan-perbuatan terlarang. Tetapi menurut ulama

madhhab Hambali, orang fasik boleh menjadi nazir,

asal ia bertanggungjawab dan memegang amanah.

*Ulya Kencana, “Hukum wakaf...”, 99.
*'Lajnah Bahtsul Masail ponpes Lirboyo, “Fikih Wakaf...”, 58.
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2. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam
mengelola harta wakaf, termasuk kecakapan terhadap
tindak hukum.

3. Menurut ulama madhhab Hambali, apabila harta wakaf
berasal dari orang muslim maka disyaratkan nazirnya

juga muslim. >

Nazir juga berkewajiban mengawasi dan melindungi
harta wakaf. Dengan demikian jelas bahwa berfungsi dan
tidaknya suatu perwakafan sangat tergantung pada
kemampuan nazir. Dengan tugas yang tidak ringan
tersebut, maka menjadi nazir ada persyaratan yang harus
dipenuhi, yaitu:

a. Nazir Perseorangan:

1. Warga Negara Indonesia
Beragama Islam
Dewasa
Amanah

Mampu secara jasmani dan rohani, dan

o ok~ w N

Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

*2Ulya Kencana, “Hukum wakaf...”, 99.
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b. Nazir Organisasi:
1. Pengurus Organisasi yang bersangkutan memenuhi
persyaratan nazir perseorangan, dan
2. Organisasi yang bergerak di bidang sosial,
pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan
Islam.
Selain itu, nazir organisasi pada saat mendaftarkan
diri sebagal nazir harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut;
a. Salinan akta notaris tentang pendirian dan
anggaran dasar.
b. Daftar susunan pengurus.
c. Anggaran rumah tangga.
d. Program kerja dalam pengembangan wakaf.
e. Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf
yang terpisah dari kekayaan lain atau yang
merupakan kekayaan organisasi.

f. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.>®

*% Pperaturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2008 tentang
Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 7, 55.
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C. Nazir Badan Hukum:

1. Pengurus badan hukum yang bersangkutan
memenuhi persyaratan nazir perseorangan, dan

2. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku; dan

3. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di
bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan,

dan/atau keagamaan Islam. >

Nazir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di
atas, harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan setempat dan setelah mendengar saran dari
Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan
pengesahan.”® Nazir sebelum melaksanakan tugas,
harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-
kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah

sebagai berikut:

**Peny. Syari’ah Kemenag, UU Wakaf No 41 tahun 2004 pasal 10, 7.
*® Kompilasi Hukum Islam, Pasal 219 ayat 3.
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”Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk
diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung
dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau
menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada
siapapun juga”

”Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau
tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-
kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari
siapapun juga suatu janji atau pemberian”.

”Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan
menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang
dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam

pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan

tujuannya”.56

Jumlah nazir yang diperbolehkan untuk satu unit
perwakafan, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang
dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran
Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.’’
Sedangkan nazir Organisasi wajib didaftarkan pada
Menteri dan BWI melalui KUA setempat.®® Masa kerja

nazir tidak seumur hidup, tetapi 5 tahun dan dapat

*®|pid., ayat 4.

*"|bid., Pasal 219 ayat 5.

*®peny. Syari’ah Kemenag, Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2008
tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 7, 55.
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diangkat kembali apabila telah melaksanakan tugasnya

dengan baik.*® Seorang nazir dapat berhenti kapan saja.

Berikut adalah hal-hal yang menyebabkan batal
sebagai nazir:
1. Meninggal dunia
2. Mengundurkan diri
3. Dibatalkan kedudukannya sebagai nazir oleh kepala

KUA Kecamatan, karena:

a. Tidak memenuhi syarat seperti diatur dalam
Peraturan Pemerintah dan peraturan
pelaksanaannya.

b. Melakukan tindak pidana kejahatan yang
berhubungan dengan jabatannya sebagai nazir.

c. Tidak dapat melakukan kewajibannya lagi
sebagai nazir. *°

C. Profesi dan Profesional
1. Kinerja dan Profesi
Bekerja di dalam Islam adalah suatu kewajiban
dan tidak dibenarkan bagi seorang muslim berpangku

tangan serta menghabiskan waktunya dengan beribadah

*Ibid., 61.
®Ulya Kencana, “Hukum wakaf...”, him. 104.
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saja. Bekerja dibutuhkan bukan hanya sekali waktu,
tetapi terus menerus. Bekerja adalah bagian dari ibadah
dan jihad jika sang pekerja bersikap konsisten terhadap
peraturan Allah, suci niatnya dan tidak melupakan-Nya.
Dengan bekerja, akan bisa terpenuhi kebutuhan hidup,
mencukupi  keluarga dan berbuat baik dengan

tetangga.®*

Adapun tujuan diwajibkannya bekerja adalah
sebagai berikut:
1. Untuk mencukupi kebutuhan hidup.
Seorang muslim diperintah bekerja karena untuk
memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang
halal dan menjaga tangannya agar tetap berada di
atas. Islam melarang meminta-minta, mengemis dan
mengharapkan belas kasihan orang lain.
2. Untuk kemashlahatan keluarga.
Bekerja diwajibkan demi terwujudnya keluarga

sejahtera. Islam mensyariatkan seluruh manusia

®hyusuf al-Qaradhawi, Norma & Etika Ekonomi Islam (Jakarta: Gema
Insani, 1997): 91.
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untuk bekerja, baik laki-laki maupun wanita, sesuai
dengan profesi masing-masing.®

3. Untuk kemashlahatan masyarakat.
Walaupun seseorang tidak membutuhkan pekerjaan
karena seluruh kebutuhan hidupnya telah tersedia,
namun ia tetap wajib bekerja untuk masyarakat
sekitarnya.

4. Bekerja untuk memakmurkan bumi.
Memakmurkan bumi adalah tujuan dari magasid
syari’ah yang ditanamkan oleh Islam, disinggung
oleh Al-Qur’an serta diperhatikan oleh para ulama.
Tindakan memakmurkan bumi, jika dilandasi niat
yang benar adalah ibadah sesuai dengan perintah
Allah.

5. Bekerja untuk kerja.
Pada hakekatnya setiap muslim diminta untuk
bekerja meskipun hasil pekerjaannya belum dapat
dimanfaatkan olehnya, oleh keluarganya, atau oleh

masyarakat, juga meskipun tidak satupun dari

®2Sebagaimana kisah dalam Al-Qur’an Q.S. al Qashash: 23, ada dua orang
wanita yang dibantu oleh Musa as. dengan cara memberi minum kepada
hewan ternaknya. Kedua wanita itu bertugas memelihara domba keluarga,
sedang ayahnya sudah sangat tua yang telah lanjut usia.



49

makhluk  Allah  termasuk  hewan  dapat
memanfaatkannya, ia tetap wajib bekerja karena

salah satu cara mendekatkan diri kepada-Nya. ®

Perintah bekerja ini sejajar dengan perintah
sholat, shodagoh, dan jihad di jalan Allah Swt.
Rasulullah, para nabi dan para sahabat adalah para
profesional yang memiliki keahlian dan pekerja keras.
Mereka selalu menganjurkan dan memberi contoh
orang lain untuk mengerjakan hal yang sama. Profesi
Nabi Daud adalah seorang ahli pertenunan (kain dan
baju besi), Nabi Adam seorang petani, Nabi Idris adalah
tukang jahit dan Nabi Musa adalah seorang
pengembala. Bekerja menurut pandangan Islam bukan
hanya sekedar bekerja atau bekerja asal-asalan. Namun
ada nilai-nilai yang harus diperhatikan dan diamalkan
oleh setiap muslim yang bekerja. Nilai-nilai tersebut
adalah ihsan (baik), jiddiyah (integritas), dan itgon
(profesional). Profesionalisme Rasulullah SAW dalam

berbisnis melekat erat dengan karakter yang ada pada

®31bid., 93-95.



50

diri beliau dan keutamaan sifat beliau yaitu siddiq,

fathonah, amanah dan tabligh.*

Profesionalisme berasal dari kata profesional
yang mengandung arti ‘berhubungan dengan profesi
dan  memerlukan  kepandaian  khusus  untuk
menjalankannya’. Kata profesional diartikan pula
sebagai suatu pekerjaan yang dilaksanakan secara
penuh (full-time). Profesional juga diartikan bekerja
dengan maksimal serta penuh komitmen dan
kesungguhan. Dalam terminologi Islam, Kkata
profesional disamakan dengan itgan. Itgan berarti doing
at the best possible quality. Bekerja secara itgan artinya
mencurahkan pikiran terbaik, fokus terbaik, koordinasi
terbaik, semangat terbaik dan dengan bahan baku
terbaik.®

Dalam dunia kerja, orang yang bekerja pada
profesi tertentu disebut profesional. Oleh karena itu,
seorang yang profesional menunjukkan pengetahuan,
keterampilan, dan sikap lebih dibanding pekerja
lainnya. Seorang dikatakan profesional jika ia mahir

64Hj. Norvadewi, “Profesionalisme Bisnis Dalam Islam” MAZAHIB: Vol.
X111, No. 2, Desember 2014, 175-176.
®pid., 177.
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dalam bidang pekerjaannya. Jika pekerjaan seseorang
itu dilakukan tanpa keahlian atau tidak bersungguh-
sungguh maka pekerjaan itu disebut juga “tidak
profesional”. Sementara untuk menilai orang yang
bekerja disebut dengan kinerja. Jadi Kkinerja adalah
sesuatu yang sudah dicapai, prestasi yang diperlihatkan

dan kemampuan kerja®® seseorang.

2. Profesi dan Profesionalisme

Mula pertama profesi lahir bukan semata-mata
dan pertama-tama karena dorongan untuk mempunyai
pekerjaan dan nafkah hidup tertentu, melainkan pada
awalnya adalah untuk melayani masyarakat.®” Maka,
orang yang memilih profesi tertentu, pertama-tama
karena didorong untuk mengabdi kepada masyarakat.

Selanjutnya, untuk memberikan pemahaman lebih
jelas tentang profesi, berikut ini dipaparkan 6 (enam)

karakteristik profesi:

Kk BBI digital, Kemendikbud RI., 2016-2019.
" Departemen Agama RI, “Nazhir Profesional dan Amanah”, (2005), 74.
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1. Adanya keahlian dan ketrampilan khusus untuk bisa
menjalankan sebuah pekerjaan dengan baik.
Keahlian dan ketrampilan ini umumnya dimiliki
dalam kadar, lingkup dan tingkat yang melebihi

keahlian dan ketrampilan rata-rata orang.

2. Adanya komitmen moral yang tinggi. Komitmen
moral ini biasanya dituangkan dalam bentuk aturan
khusus yang menjadi pegangan bagi setiap orang
yang mengemban profesi tersebut. la merupakan
aturan main dalam menjalankan profesi tersebut
yang kemudian biasa disebut sebagai kode etik.
Dalam wakaf, kode etik ini dapat dijumpai dalam
UU wakaf atau figih.

3. Orang yang hidup atau mendapatkan penghasilan
dari profesinya. la memperoleh gaji tinggi sebagai
konsekuensi dari pengerahan seluruh tenaga,
pikiran, keahlian dan ketrampilannya. Seorang
profesional menjadi dirinya sendiri disebabkan oleh

dan melalui profesi yang digelutinya.

4. Pengabdian kepada masyarakat. Adanya komitmen

moral yang tertulis dalam kode etik profesi
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menyiratkan bahwa orang-orang yang mengemban
profesi tertentu lebih mengutamakan kepentingan
masyarakat ketimbang kepentitngannya sendiri.
Dalam hal ini, pengabdian kepada masyarakat akan
terlihat dalam pelayanan kepada mauquf ‘alaih
(masyarakat penerima manfaat wakaf) yang

maksimal.

. Sebagai profesi, biasanya ada ijin khusus untuk

menjalankan profesi tersebut. ljin khusus ini
bertujuan untuk - melindungi masyarakat dari
pelaksanaan profesi yang tidak maksimal. ljin juga
merupakan tanda bahwa orang tersebut mempunyai
keahlian, ketrampilan dan komitmen moral yang
dapat dipercaya. Dalam wakaf, ijin ini dikeluarkan
olen Kantor Urusan Agama dan sebagian juga
dipegang oleh Badan Wakaf Indonesia.

Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari
suatu organisasi profesi. Saat ini nampaknya belum
ada lkatan nazir se-Indonesia kecuali dalam skala
kecil yang merupakan inisiatif dari para nazir suatu

daerah. ®

®8sudirman, Total Quality Manajement..., 71.
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Dengan demikian, nazir sebagai salah satu profesi
meniscayakan kepada orang yang bertugas sebagai
nazir baik perorangan, organisasi maupun badan
hukum, untuk bekerja serius, disiplin, amanah,

mengandalkan keahlian dan ketrampilan.



BAB IlI
METODE PENELITIAN

A. Metode dan Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan
untuk menggambarkan kondisi, situasi dan realitas kinerja
nazir organisasi pada Muhammadiyah Ponorogo serta
berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu
ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang
kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.®®

Dalam penelitian ini tidak menggunakan istilah
populasi, tetapi “social situation” atau situasi sosial yang
terdiri atas tiga elemen, vyaitu: tempat (place), pelaku
(actors), dan aktifitas (activity) yang berinteraksi secara
sinergis.” Penggalian data dilakukan di kantor tempat nazir
bekerja, di rumah nazir, dan juga dilakukan dengan
berkomunikasi melalui telepon maupun memanfaatkan

media sosial yang ada.

®Byrhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Prenada, 2007), 68.
®Sygiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung:
Alfabeta, 2014), 215.
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B. Data dan Sumber Data
Data penulisan ini diperoleh dari penelitian lapangan
dengan metode observasi dan wawancara serta himpunan

data yang dilaksanakan pada tanggal 4-12 Desember 2019,

di Kecamatan / PCM Ponorogo, Jenangan, Babadan dan

Siman.

Terdapat 2 (dua) acuan data yang dipergunakan dalam
penelitian ini:

a. Data Primer, sumber utama yang dijadikan bahan
penelitian adalah data yang langsung diperoleh dari
observasi lapangan. Dengan demikian, sumber utama
data primer dalam penelitian ini adalah nazir Organisasi
pada Muhammadiyah. Cara memperoleh informan data
penelitian dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui: 1)
key person; yaitu Majelis Wakaf dan Kehartabendaan
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo dan (2)
snowbolling sampling, yaitu nazir organisasi di tingkat
Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang aset wakafnya
besar berdasarkan data yang ada.”

b. Data Sekunder, diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah,

publikasi dan dokumentasi, ataupun sumber lainnya.

"Burhan Bungin, Penelitian., 77.
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C. Metode dan Teknik Penggalian Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat, peneliti

melakukan:

a. Dokumenter, memperoleh data keberadaan aset wakaf
dan profil nazir Organisasi Muhammadiyah melalui
Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah
Muhammadiyah Ponorogo serta mendapatkan salinan
Surat Pengesahan sebagai nazir atau surat penunjukan
dari Muhammadiyah maupun KUA setempat.

b. Observasi, penelitian ini langsung mengamati pada
objek yang akan diteliti, yaitu meneliti keberadaan
kantor atau lokasi razir organisasi dalam mengelola
harta wakaf milik persyarikatan Muhammadiyah.

c. Wawancara, penelitian ini juga perlu melakukan adanya
wawancara langsung untuk berinteraksi dan menggali
data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada nazir
organisasi Muhammadiyah. Wawancara dilakukan di
tempat kerja nazir, di rumah nazir, dan juga melalui
telepon dan memanfaatkan media sosial yang dimiliki

nazir.
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D. Pemaparan Data
Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, maka
dilakukan pemaparan data penelitian dalam bentuk uraian

dan penjelasan yang bersifat naratif."

E. Analisis Data

Dalam rangka menjawab rumusan masalah yang ditetapkan

oleh peneliti, maka analisis data dilakukan berdasarkan

teori Miles dan Huberman,” yaitu dengan tahapan:

a. Pengumpulan data, dilakukan dengan mendapatkan data
wakaf dan nama nazir dari Majelis Wakaf dan
Kehartabendaan PDM Ponorogo, kemudian melakukan
observasi ke beberapa lokasi wakaf dan wawancara
pada 4 (empat) orang nazir organisasi di kecamatan
Ponorogo, Jenangan, Babadan dan Siman.

b. Data disajikan dengan memaparkan hasil obsevasi dan
wawancara dengan razir organisasi dan majelis Wakaf
dan Kehartabendaan PDM Ponorogo.

c. Reduksi data di perolen dari catatan-catatan yang

diperoleh dari pengumpulan data.

2Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif..., 249.
"#Sugiyono, MetodePenelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mix
methods), (Bandung: Alfabeta, 2013), 246.
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d. Pada proses terakhir adalah kesimpulan. Dalam
penelitian ini  menggunakan analisis  deskriptif
kualitatif. Yakni bersifat penjelasan atau penguraian
data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan
teori dan konsep-konsep yang mendukung pembahasan
yang relevan kemudian diperoleh kesimpulan dari

permasalahan penelitian ini.



BAB IV

PELAKSANAAN TUGAS NAZIR ORGANISASI
PADA MUHAMMADIYAH PONOROGO
MENURUT UNDANG-UNDANG WAKAF

NO 41 TAHUN 2004

Pengelolaan wakaf secara profesional dapat dilihat dari
cara mengelola atau manajemen harta wakaf secara baik.
Dalam hal ini secara spesifik dapat dilihat dari keberadaan
seorang nazir melaksanakan tugasnya secara kredibel dan
kompeten agar wakaf dapat mencapai tujuannya dan tidak
statis, atau rusak dan sia-sia, atau bahkan menjadi saibah (harta
yang terikat dengan nazar tetapi tidak dapat dimanfaatkan).
Tuntutan produktifitas wakaf disebabkan tanggungjawab sosial
sebagai sumber kesejahteraan umat, sehingga aset wakaf perlu
dikembangkan dalam berbagai proyek ekonomi seperti
peternakan, perikanan, perkebunan, industri, perbengkelan, dan
teknologi tepat guna.”

Dalam pengelolaan harta wakaf produktif, pihak yang
paling berperan berhasil tidaknya dalam pemanfaatan harta

wakaf adalah nazir wakaf, yaitu seseorang atau sekelompok

"Kemenag RI Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf,
“Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf”, 2013, 43.

60
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orang dan badan hukum yang diserahi tugas oleh wakif (orang
yang mewakafkan harta) untuk mengelola wakaf. Di pundak
nazirlah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga
dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil atau

manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf.”

Dari pengertian
nazir yang sudah dikemukakan sebelumnya, jelas bahwa dalam
perwakafan ndazir memegang peranan yang sangat penting.
Yaitu agar harta wakaf dapat berfungsi sebagaimana mestinya
dan dapat berlangsung terus menerus, maka harta wakaf itu
harus dijaga, dipelihara dan dikembangkan.

Berdasar rumusan pengertian tersebut, nazir dapat berupa
perorangan atau badan hukum. Jika nazirnya perorangan harus
berbentuk kelompok orang, sedangkan nazir berbentuk badan
hukum adalah kumpulan orang — orang yang bergabung dalam
satu badan sesuai dengan hukum Indonesia. Di dalam pasal 6
ayat (1) Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977, syarat nazir
yang berbentuk badan hukum adalah:

a. Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di Indonesia.
b. Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letaknya

tanah yang diwakafkan.

™ Kemenag RI Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf,
“Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis”, 2013, 44.
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c. Badan hukum yang tujuan dan amal serta kegiatan atau
usahanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan
umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Para
pengurusnya harus memenuhi berbagai syarat sebagaimana
syarat-syarat bagi nazir kelompok perorangan mulai dari:

1) Beragama Islam.
2) Sudah dewasa.
3) Sehat jasmani dan rohani.

4) Tidak berada di bawah pengampunan.”®

Selain tersebut di atas, nazir harus terdaftar di Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat untuk
mendapatkan pengesahan. Hal ini untuk menghindari
terjadinya suatu perbuatan perwakafan yang menyimpang dari
ketentuan yang telah ditetapkan dan untuk mempermudah
pengawasan. Pengesahan dimaksud harus dituangkan secara
tertulis yang antara lain memuat:

a. Pernyataan pengesahan nazir untuk suatu desa atau

kelurahan tertentu.

"® Kemenag RI Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, “Pola
Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)”, 2004, 32-37.
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b. Identitas lengkap dari seluruh anggota nazir serta
kedudukan  masing-masing di  dalam  kelompok

kenazirannya.”’

Masa berlakunya seseorang menjabat sebagai nazir, tidak
dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Akan tetapi bukan berarti
bahwa nazir baik secara perorangan maupun berbadan hukum
tidak bisa berhenti dari jabatannya sebagai nazir, ia bisa dan
akan dianggap berhenti dari jabatannya apabila ternyata:

1. Meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri.
3. Dibatalkan kedudukannya sebagai nazir oleh Kepala
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan disebabkan oleh:
1) Tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur
oleh pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 1977.
2) Melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan
dengan jabatannya sebagai nazir, seperti halnya karena
manipulasi atau menyelewengkan hasil dan atau harta

wakaf yang dikelolanya.

" ibid
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3) Tidak dapat lagi melakukan kewajibannya sebagai
nazir, seperti karena sering sakit-sakitan dan lain-

lainnya.

Dalam hal terjadinya suatu pemberhentian seseorang
anggota kelompok dari jabatannya sebagai nazir, yang
dikarenakan: 1) meninggal dunia, 2) mengundurkan diri, 3)
tidak dapat lagi menjalankan tugasnya, dan 4) dibatalkan, maka
anggota nazir yang lainnya wajib untuk segera melaporkannya
kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

setempat.’®

Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa
tugas seorang nazir berdasarkan Undang-undang Wakaf
Nomor 41 tahun 2004 pasal 11 adalah: 1) melakukan
pengadministrasian harta benda wakaf; 2) mengelola dan
mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan,
fungsi dan peruntukannya; 3) mengawasi dan melindungi harta
benda wakaf; dan 4) melaporkan pelaksanaan tugas kepada

Badan Wakaf Indonesia.

" ibid
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Berikut penulis paparkan pelaksanaan tugas nazir
organisasi pada Muhammadiyah berdasarkan undang-undang
wakaf sebagaimana tersebut di atas:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
Kewajiban dan tugas nazir dalam mengelola
administrasi wakaf sebagaimana yang disebutkan dalam
Peraturan Menteri Agama No 1 tahun 1978 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun
1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dalam pasal 10,
yaitu:
a) Nazir berkewajiban mengurus dan mengawasi harta
kekayaan wakaf dan hasilnya meliputi:
a. 1) Menyimpan lembar kedua salinan Akta Ikrar
Wakaf;
a. 2) Memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf serta
berusaha meningkatkan hasilnya;
a. 3) Menggunakan hasil-hasil wakaf sesuai dengan
Ikrar wakaf.
a. 4) Menyelenggarakan pembukuan dan administrasi
yang meliputi:
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1. Buku catatan tentang tanah.

2. Buku catatan pengelolaan dan hasil tanah
wakaf.

3. Buku catatan tentang penggunaan hasil tanah

wakaf. °

Dari uraian di atas, maka tugas nazir dalam hal
administrasi dapat diringkas sebagai berikut:
1) Menyimpan lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakaf;
2) Menyelenggarakan pembukuan dan administrasi yang
meliputi: a) buku catatan tentang tanah. b) buku catatan
pengelolaan dan hasil tanah wakaf. c¢) buku catatan

tentang penggunaan hasil tanah wakaf.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada nazir
wakaf organisasi pada Muhammadiyah Ponorogo, maka
dapat diketahui pengelolaan administrasi wakaf sebagai
berikut:

" Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, “Himpunan Peraturan Perundang-
undangan Perwakafan Tanah Milik”, tahun 1991/1992, him. 111. Juga bisa
dilihat di Kemenag RI Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf,
“Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)”, 2004, 40 — 43,
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1) Menyimpan lembar kedua salinan Akta Ikrar

Wakaf;

Salah satu dokumen penting dalam proses wakaf
adalah adanya ikrar wakaf secara lisan maupun tulisan
dari pemilik harta (wakif) kepada pengelola harta
(nazir). Ikrar wakaf harus dinyatakan dengan jelas dan
tegas dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
(PPAIW) Kecamatan yang juga dijabat oleh Kepala
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan serta ada
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Isi akte ikrar
wakaf menerangkan: a) nama dan identitas wakif; b)
nama dan identitas nazir; c) data dan keterangan harta
benda wakaf; d) peruntukan harta benda wakaf; e)
jangka waktu wakaf.%

Nazir wakaf organisasi pada muhammadiyah
setelah ikrar wakaf dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, maka segera menindaklanjuti
atau memproses sertifikat wakaf atas nama organisasi
Muhammadiyah dengan mendaftarkan ke Badan
Pertanahan Nasional (BPN) selambat-lambatnya 7

8 pasal 21 UU no 41 tahun 2004 tentang wakaf
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(tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangai,®
dengan melampirkan berkas yang dibutuhkan, yaitu: 1)
Salinan akta ikrar wakaf; 2) surat-surat dan/atau bukti
kepemilikian dan dokumen terkait lainnya®. Dokumen
terkait lainnya itu diantaranya, foto copy KTP wakif
dan nazir, sertifikat tanah yang diwakafkan, dan juga
melampirkan surat pengesahan nazir dari KUA
setempat.

Setelah proses pendaftaran dinyatakan lengkap,
maka instansi yang berwenang (BPN) menerbitkan
bukti pendaftaran harta benda wakaf dan disampaikan

kepada nazir®

Sementara itu, setelah proses
pendaftaran telah selesai dan sertifikat wakaf telah
berubah  menjadi atas nama  Persyarikatan
Muhammadiyah, arsip Akta Ikrar Wakaf tetap disimpan
dan didokumentasikan atau diarsipkan oleh sekretaris
nazir wakaf organisasi. Hal ini berdasarkan wawancara
dengan dengan Bapak Drs. H. Sukamto (razir PCM

Ponorogo):84 “...semua arsip dan dokumen, termasuk

8 pasal 32 UU no 41 tahun 2004 tentang wakaf

% pasal 33 UU no 41 tahun 2004 tentang wakaf

% pasal 34-35 UU no 41 tahun 2004 tentang wakaf

8 Bapak H. Sukamto, Ketua Nazir PCM Ponorogo, Wawancara pada 12
Februari 2020 di rumah beliau.
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sertifikat wakaf dan arsip ikrar wakaf disimpan oleh
sekretaris  nazir. Dokumen  sertifikat  tersebut
dipindai/scan dan disimpan secara digital.” Hal yang
sama juga disampaikan oleh Bapak Drs. Muh. Arminto,
M.Pd. (Nazir PCM Jenangan):*® ... untuk dokumen
wakaf, sertifikat maupun ikrar disimpan jadi satu di
kantor PCM Jenangan. Insyaallah aman.”

Administrasi wakaf merupakan kegiatan untuk
mencatat, mendokumentasikan dan membukukan
semua hal yang berkaitan dengan keberadaan harta
wakaf .2
Sekretaris Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM

Berdasarkan wawancara dengan bapak Samuri,

13

Ponorogo: bahwa kegiatan administrasi wakaf

dilaksanakan oleh masing-masing nazir PCM atau
tingkat Kecamatan. Keberadaan mereka itu disahkan

oleh KUA setempat dan sudah jelas tugasnya.”87

8 Bapak Muh. Arminto, Wawancara pada 6 Februari 2020 di kantor beliau.
% Nurul Iman, Adi Santoso, Edi Kurniawan, Membangun Kesadaran
Managerial Nadzir Wakaf Produktif Ponorogo Di Era Digital, Prosiding
Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran 2019, 389.

8 Bapak Samuri, S.Ag., Wawancara pada 15 Januari 2020 di kantor PDM
Ponorogo
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2) Menyelenggarakan pembukuan dan administrasi
Pembukuan dan administrasi merupakan sebuah
kesatuan tugas dan pekerjaan yang menyatu. Adapun
administrasi pembukuan yang dikelola nazir meliputi:
a. Buku catatan tentang keadaan tanah wakaf,

b. Buku catatan pengelolaan dan hasil tanah wakaf,
c. Buku catatan tentang penggunaan hasil tanah

wakaf.

Format administrasi pembukuan nazir akan

dijabarkan pada halaman berikut:



a) Buku catatan tentang keadaan tanah wakaf, bentuk W.6, formatnya:®®

No

Jenis
tanah

Luas

Letaknya

Batas-batas

Timur

Barat | Utara

Selatan

Wakif

Per-
untukan

Kete-
rangan

Tabel 2.1.Buku catatan tentang keadaan tanah wakaf

% Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, “Himpunan Peraturan ...”, tahun 1991/1992, 184.




b) Buku catatan pengelolaan dan hasil tanah wakaf, bentuk W.6 a, formatnya:®

No

Pengelola/
penggarap

Hasil
Kotor

Biaya
pengelolaan

Hasil
Bersih

Penggunaan/
Penyaluran Hasil

Uraian

Jumlah

Saldo

Kete-
rangan

Tabel 2.2.Buku catatan pengelolaan dan hasil tanah wakaf

8 1hid, 185.




c¢) Buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf, bentuk W.6 b, formatnya:*°

No

Pengelola/
penggarap

Sisa hasil
tahun lalu

Hasil
tahun ini

Jumlah

Biaya
pengelolan

Sisa

Penggu-
naan

Sisa
akhir

ket

Tabel 2.3. Buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf

% 1hid, 186.
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Nazir wakaf organisasi pada Muhammadiyah

Ponorogo mempunyai format pembukuan sebagai

berikut:*!
No Lokasi Luas Status Bukti |Macam| Nama Per- Penaelola
Wakaf Tanah | Wakaf | Tanah | Wakif [Untuk-an 9

Tabel 2.4. Format pembukuan wakaf

Dengan adanya format yang sama tersebut, maka
ketika dilaporkan ~ kepada majelis Wakaf dan
Kehartabendaan PDM Ponorogo, data yang ada tinggal
menyatukan menjadi dokumen yang lengkap. Sehingga
dari data yang disajikan bisa diketahui keseluruhan atau
total aset wakaf se-Kabupaten Ponorogo. Penanggung
jawab pengisian data tersebut diamanahkan kepada
sekretaris nazir wakaf, yaitu seseorang yang dianggap
mampu dan menguasai keadministrasian organisasi.

Data tersebut disimpan dalam folder/file
komputer dan sewaktu-waktu dibutuhkan atau ada
penambahan maka segera dapat diperbarui. Hal ini

sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Drs. H.

° Bentuk W.6 — Buku Catatan Tentang Keadaan Tanah Wakaf
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Sukamto (nazir PCM Ponorogo):** «... yang mengelola

administrasi wakaf diserahkan kepada bapak Anam
Murod, selaku sekretaris nazir. Beliau yang menyimpan
semua data wakaf PCM Ponorogo. Termasuk saat ini
diusahakan untuk disimpan secara digital atau di scan.”

Proses mengelola administrasi pembukuan salah
satu fungsinya adalah untuk mencatat, mengawasi dan
melindungi harta benda wakaf yang dititipkan kepada
Muhammadiyah. Sehingga harus dilakukan dengan
serius, teliti dan dan aman serta transparan untuk dapat
menampilkan laporan kepada masyarakat. Ada contoh
kasus, tanah wakaf yang hendak ditukar dengan tanah
lain, dengan adanya pencatatan harta wakaf ini, tidak
jadi dilakukan. Sebagaimana yang disampaikan bapak

98 « . ada

Drs. H. Sukamto (nazir PCM Ponorogo):
tanah wakaf di Cokromenggalan itu mau ditukar dengan
tanah yang lain, tapi tidak kita (nazir) bolehkan.”

Dari wawancara dan kunjungan kepada nazir
Wakaf organisasi pada Muhammadiyah Ponorogo,

maka diketahui bahwa nazir telah melakukan kegiatan

% Bapak H. Sukamto, Ketua Nazir PCM Ponorogo, Wawancara pada 12
Februari 2020 di rumah beliau.
% Ibid.
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pembukuan dan administrasi terhadap wakaf dan aset

yang dikelola.

2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
Setelah ikrar wakaf dilaksanakan dan dokumen sudah
ditandatangani oleh wakif, nazir dan PPAIW, maka
keberadaan aset wakaf itu secara sah diserahkan dan
dikelola oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Meskipun
nazir wakaf organisasi itu keberadaannya di Pimpinan
Cabang atau Kecamatan setempat, namun dalam hal
pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangannya bisa
diarahkan kepada Pimpinan Ranting, Majelis atau Amal
Usaha yang dipilih wakif maupun nazir untuk mengelola,
memanfaatkan dan memproduktifkan. Utamanya yang
menjadi pertimbangan adalah lokasi wakaf tersebut. Hal ini
berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Bapak
Abrori  Sidiq (Nazir PCM Babadan):** “...untuk
pengelolaan asset wakaf diserahkan kepada Ranting karena
letak wakaf berada disana dan juga karena wakaf tersebut
diserahkan oleh wakif untuk PRM setempat.”

% Bapak Abrori Sidig, Wawancara pada 11 Februari 2020 di rumah beliau.
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Pemilahan peruntukan atau pemanfaatan wakaf
tersebut berdasarkan pada : lokasi wakaf yang dikelola,
kemampuan mengelola harta wakaf serta diutamakan
peruntukan yang ditentukan oleh wakif pada saat
menyerahkan harta wakaf. Menurut Bapak Ahmad Muslih,
Ketua Majelis Wakaf dan kehartabendaan PDM Ponorogo:
“... tugas Nazir itu memang berhenti pada “pengamanan”
aset di awal-awal proses terjadinya penyerahan wakaf
kepada Muhammadiyah saja, untuk pengelolaan dan
pengembangan  selanjutnya  bisa diserahkan atau
diselenggarakan oleh majelis lain.”

Adapun pemanfaatan harta wakaf yang dilakukan
pada organisasi Muhammadiyah Ponorogo periode 2015 —
2020 dapat dipaparkan sebagai berikut :

a. Pengolahan tanah berupa persawahan ataupun Masjid/
Musholla biasanya dilakukan/diserahkan  kepada
Pimpinan Ranting.

Aset wakaf yang merupakan area persawahan
pada Muhammadiyah tersebar di 87 titik lokasi.

Kecamatan Jenangan merupakan lokasi yang paling

banyak aset wakaf area persawahan dan perkebunan

% Bapak Ahmad Muslih, Wawancara pada 4 Februari 2020 di kantor beliau.
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dengan 24 titik, kemudian Kecamatan Babadan dengan
15 titik, Kecamatan Balong 9 titik dan Kecamatan
Bungkal serta Ngrayun sama-sama ada 6 titik, serta
beberapa lokasi yang tersebar di Kecamatan lainnya.
Sementara itu jumlah yang dimanfaatkan untuk Masjid
ada 139 buah dan Musholla ada 90 buah.

Hasil dari pada pemanfaatan tanah sawah dan
perkebunan dipergunakan untuk membiayai sekolah/
madrasah yang ada di ranting dan kebutuhan lain untuk
kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Masjid dan
Musholla  meskipun secara pengelolaan  milik
Muhammadiyah, namun pemanfaatannya untuk
masyarakat secara umum. Keberadaan Masjid dan
Musholla dipergunakan untuk kepentingan syiar
dakwah Islam, seperti dipergunakan sholat 5 (lima)
waktu, Madrasah, TPA/TPQ, kajian, rapat dan

pembinaan lainnya.

Pemberdayaan secara ekonomi dibawah koordinasi
Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK).
Pilar dakwah pengembangan Muhammadiyah ada

3 sektor, yaitu Pendidikan, Ekonomi dan Kesehatan.
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Bidang Ekonomi menjadi salah satu program andalan
yang menopang gerakan organisasi. Unggulan pada
pemberdayaan ekonomi dapat dilihat berdirinya
Suryamart hampir di semua Kecamatan. Bahkan
keberadaan PT. Daya Surya Sejahtera yang merupakan
induk pertokoan modern Suryamart di Kabupaten
Ponorogo menjadi Percontohan Nasional dari Majelis
Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan  Pusat
Muhammadiyah, sehingga diharapkan semua Cabang
dapat memiliki = suryamart seperti yang ada di
Ponorogo. Selain Suryamart, sektor ekonomi yang
digarap Muhammadiyah adalah BMT dan Koperasi.

Pemanfaatan berupa lembaga pendidikan (Sekolahan/
Madrasah) dilakukan olen Majelis Pendidikan Dasar
dan Menengah (Dikdasmen).

Berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah tidak
bisa dilepaskan dari peran pendidikan. Sejak awal,
pendidikan merupakan prioritas Muhammadiyah untuk
membebaskan masyarakat dari penjajahan dan
kebodohan. Hampir semua lembaga pendidikan

Muhammadiyah dibangun di atas tanah wakaf. Jumlah
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lembaga pendidikan di Ponorogo tersebar di 194
tempat. Pendidikan yang dimiliki oleh Muhammadiyah
dan ‘Aisyiyah mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) hingga Perguruan Tinggi (PT). Hal ini
menunjukkan bahwa pendidikan sangat serius digarap
oleh  Muhammadiyah. Pada umumnya, lembaga
pendidikan yang dimiliki Muhammadiyah dikelola
secara profesional dan terus melakukan inovasi

pembelajaran sehingga menjadi sekolah unggulan.

. Pemanfaatan berupa Rumah Sakit (RS) dilakukan oleh

Majelis Pelayanan Kesehatan Umum (MPKU).
Sebagaimana disebutkan di atas, salah satu pilar
dakwah Muhammadiyah adalah bidang Kesehatan.
Berdirinya layanan kesehatan masyarakat dalam wujud
Rumah Sakit dan Klinik Kesehatan maupun Klinik
Bersalin adalah bukti nyata dalam membantu
pemerintah dalam mengatasi permasalahan kesehatan.
Kondisi Rumah Sakit Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah
hadir di tengah masyarakat dan menjadi rujukan
kesehatan. Di Kabupaten Ponorogo, Rumah Sakit
Umum ‘Aisyiyah (RSUA) yang beralamat di Jl. DR.
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Sutomo adalah milik Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah
(PDA) Kabupaten Ponorogo sementara Rumah Sakit
Umum Muhammadiyah (RSUM) yang beralamat di JI.
Diponegoro  adalah  milik  Pimpinan  Cabang
Muhammadiyah Ponorogo. Selain kedua Rumah Sakit
tersebut, ada juga Klinik Kesehatan milik Pimpinan

Cabang Muhammadiyah Jetis, Balong dan Babadan.

Pemanfaatan berupa panti asuhan dilakukan oleh
Majelis Pelayanan Sosial (MPS).

Di dalam UUD pasal 34 ayat 1 dinyatakan bahwa
fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh
Negara. Namun demikian, Muhammadiyah juga hadir
dalam membantu pemerintah dalam permasalahan
sosial. Salah satunya adalah dengan ikut mendirikan
Panti Asuhan untuk anak-anak fakir miskin dan yang
terlantar karena kondisi yatim piatu. Keberadaan panti
asuhan milik Muhammadiyah telah membantu
mewujudkan cita-cita anak-anak kurang mampu
dengan dididik dan diasuh secara layak. Keberadaan
Panti Asuhan di bawah naungan Muhammadiyah

Ponorogo sejumlah 13 panti yang sekarang bernama
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Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dibawah
koordinasi dengan Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten.
Bahkan diantara banyak panti asuhan yang ada di
Ponorogo LKSA milik Muhammadiyah telah
tarakreditasi A, artinya secara fasilitas dan sarana
prasarana telah memenuhi standart yang dilakukan oleh

pemerintah.

Dengan demikian bisa dipastikan bahwa pengelolaan
dan pengembangan harta wakaf pada organisasi
Muhammadiyah Ponorogo telah sesuai dengan tujuan,
fungsi  serta  peruntukannya  sebagaimana  yang

diamanahkan oleh wakif.

Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
Keberadaan harta wakaf yang telah diikrarkan atau
diserahkan kepada nazir, maka hal tersebut menjadi
tanggung jawab nazir organisasi untuk mengelola,
mengawasi maupun melindungi harta wakaf. Dalam hal
pengawasan wakaf, telah disebutkan bahwa distribusi
pengelolaan diberikan kepada Pimpinan Ranting, Majelis

atau Amal Usaha, maka untuk pengawasan tentu berada
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dalam tanggung jawab masing-masing pengelola.
Sementara itu, untuk melindungi harta wakaf, maka
langkah yang ditempuh oleh nazir wakaf organisasi adalah
dengan cara mengurus sertifikat tanah wakaf atas nama
persyarikatan Muhammadiyah. Meski demikian, Nazir
organisasi berupaya ikut mengawasi dan melindungi harta
wakaf dengan cara menyimpan sertifikat wakaf asli. Jadi
para pihak yang diberi amanah mengelola itu merupakan
hak guna pakai, bukan hak milik secara mutlak. Karena
pemilik harta wakaf itu adalah Pimpinan Pusat
Muhammadiyah.

Dengan begitu, apabila ada sengketa di kemudian hari
maka sertifikat tersebut telah menjadi bukti kuat bahwa
status tanah  tersebut adalah  milik  organisasi
Muhammadiyah. Sementara itu, nazir wakaf organisasi
juga berinisiatif membuat prasasti dan papan nama yang
dipasang di lokasi yang menyebutkan bahwa amal usaha
muhammadiyah tersebut berasal dari wakaf, sehingga
dengan adanya prasasti tersebut maka aset wakaf menjadi
sangat aman selamanya (kekal). Sebagaimana yang
disampaikan oleh Bapak Abrori Sidiq (Nazir PCM
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Babadan):® ... untuk asset wakaf di PCM Babadan
dibuatkan prasasti sebagai bukti kepemilikan organisasi.”
Untuk melindungi aset wakaf yang telah menjadi
milik Persyarikatan Muhammadiyah Ponorogo, hal yang
harus dilakukan nazir wakaf Muhammadiyah sebagai
pengawasan dan melindungi sebagai berikut: Pertama,
segera menyelesaikan mengurus sertifikat tanah wakaf ke
Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar memiliki status
yang jelas, yaitu atas nama Persyarikatan Muhammadiyah.
Dengan demikian tanah wakaf tersebut akan aman
selamanya dan tidak diambil oleh pihak yang tidak
bertanggung jawab. Kedua, menyimpan dokumen sertifikat
asli secara rapi serta dapat dimulai penyimpanan secara
digital. Dokumen merupakan rekam jejak yang akan sangat
bermanfaat kelak di kemudian hari. Ketiga, semua aset
wakaf yang dimiliki, diupayakan harus ada papan nama
(PLANG) vyang berfungsi sebagai penanda maupun
pemberitahuan kepada masyarakat bahwa lokasi tersebut
milik organisasi yang berasal dari wakaf. Dengan demikian
maka seluruh harta wakaf akan dapat diketahui dan akan

aman selamanya.

% Bapak Abrori Sidig, Wawancara pada 11 Februari 2020 di rumah beliau.
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4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf
Indonesia.

Tugas nazir lainnya selain administrasi dan mengelola
harta wakaf adalah laporan tentang keberadaan harta wakaf
kepada KUA setempat. Hal ini merupakan bentuk
akuntabilitas dan juga sekaligus untuk mengetahui
perkembangan harta wakaf selama 1 (satu) tahun. Tugas
pelaporan nazir wakaf diatur dalam Peraturan Menteri
Agama No 1 tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 Tentang
Perwakafan Tanah Milik dalam pasal 10, adalah :

Nazir berkewajiban melaporkan:

1) Hasil pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku
tanah dan sertifikatnya kepada kepala KUA,

2) Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan
perubahan penggunaannya;

3) Pelaksanaan kewajiban ayat (1) dalam pasal ini
dilaksanakan tiap satu tahun sekali, yaitu pada akhir

bulan Desember. *’

%" Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, “Himpunan Peraturan Perundang-
undangan Perwakafan Tanah Milik”, tahun 1991/1992, 111. Juga bisa
dilihat di Kemenag RI Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf,
“Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)”, 2004, 40 — 43,
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Dari wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui
bahwa nazir wakaf organisasi pada Muhammadiyah belum
atau tidak melaporkan kegiatan tugas keraziran secara
berkala sebagaimana peraturan di atas. Sebagaimana
disampaikan bapak Muh. Arminto, nazir PCM Jenangan:®®
“Selama ini kita melaporkan kepada organisasi pada saat
ada konferensi maupun saat diminta laporan oleh
organisasi. Untuk laporan kepada KUA belum kami
lakukan.” Hal ini bisa terjadi karena pada saat mengurus
administrasi wakaf, nazir berkoordinasi dengan Kantor
Urusan Agama (KUA) setempat, sehingga keberadaan data
wakaf yang ada di KUA tersebut juga menjadi laporan
kepada BWI. Namun demikian, nazir wakaf organisasi
telah membuat laporan kepada organisasi atas
perkembangan wakaf yang telah dikelola. Sekurang-
kurangnya telah dilaporkan pada forum musyawarah
organisasi.

Dari paparan di atas, maka dalam pelaksanaan kinerja
nazir organisasi pada Muhammadiyah Ponorogo ada yang
telah sesuai dengan UU Wakaf No 41 Tahun 2004, yaitu:

% Bapak Muh. Arminto, Wawancara pada 6 Februari 2020 di kantor beliau.
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Untuk pengadministrasian, berdasarkan apa yang telah
dilakukan oleh nazir wakaf organisasi menunjukkan bahwa
mereka sudah melakukan salah satu tugas pokok nazir yaitu
melakukan administrasi data dengan tertib dan bisa
dipertanggungjawabkan.  Apabila tugas administrasi
tersebut dirasa berat tanggungjawabnya, bisa dilakukan
olen nazir wakaf organisasi sendiri atau mengangkat
petugas khusus untuk mengadministrasikan. Sementara itu,
proses administrasi kadang-kadang juga dikerjakan oleh
Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan (MWK) sehingga
dalam kondisi seperti ini menuntut razir organisasi bisa
segera melaporkan perkembangan wakaf agar data yang
ada bisa selalu diperbarui.

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda
wakaf agar sesuai dengan peruntukannya, nazir wakaf
organisasi telah melaksanakan tugasnya yang dilakukan
dengan pola distribusi pengelolaan kepada Pimpinan
Ranting, Majelis dan Amal Usaha. Nazir wakaf organisasi
mengurusi administrasi proses wakaf dari awal sampai
sertifikat wakaf sudah jadi. Hal ini berarti bahwa nazir
wakaf organisasi dalam mengelola dan mengembangkan

wakaf tidak memiliki kuasa dan tanggungjawa secara
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langsung. Padahal, yang memiliki tugas mengelola dan
mengembangkan harta wakaf agar sesuai dengan tujuan
dan peruntukan wakaf berdasarkan Undang-undang adalah
nazir wakaf organisasi.

Sementara itu dalam mengawasi dan melindungi harta
wakaf, nazir wakaf organisasi telah melaksanakan tugasnya
dengan berupaya melindungi secara maksimal dari berbagai
segala kemungkinan yang bisa menjadi ancaman bagi
keberlangsungan ~ manfaat wakaf. Mengawasi dan
melindungi harta wakaf dilakukan dengan mengurus
sertifikat wakaf atas nama persyarikatan Muhammadiyah,
menyimpan dokumen asli dengan rapi, serta membuatkan
prasasti atau papan nama (Plang) untuk menandai
kepemilikan wakaf organisasi di amal usaha yang dibangun
untuk kepentingan umat.

Sedangkan tugas nazir wakaf untuk melaporkan
kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) secara tertulis
nampaknya tidak terlaksana dengan baik. Meskipun
demikian, nazir melakukan laporan kepada internal
organisasi dan juga melaporkan ke KUA setempat. Laporan
menjadi tugas yang sangat penting karena untuk

mengetahui jumlah aset wakaf secara periodeik dan juga
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merupakan bentuk transparansi kepada para wakif dan

masyarakat luas.

Hal yang juga sangat penting menyangkut tata kelola
wakaf sekaligus menjadi bagian dari tanggung jawab tugas
nazir selain daripada tugas-tugas sebagaimana tersebut di atas
adalah penghimpunan atau fundraising wakaf oleh nazir.
Fundraising wakaf merupakan kegiatan penggalangan wakaf
baik berupa tanah, uang mapun barang lainnya dari individu
maupun organisasi dan badan hukum.” Fundraising adalah
proses mempengaruhi masyarakat (calon wakif) agar mau
melakukan amal kebajikan berwakaf. Dalam upaya
meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf, sebuah lembaga
pengelola wakaf atau nazir memerlukan sosialisasi secara luas
dan merata tentang pengembangan program wakaf.'%°

Fundraising mempunyai peranan yang sangat penting
bagi pengelolaan dan pengembangan wakaf. Dengan
fundraising, penghimpunan harta wakaf bisa dilakukan dengan
berbagai cara yang positif untuk menarik calon wakif. Karena

fundraising bertujuan untuk menghimpun dana, memperbanyak

% Rozalinda, Manajemen Wakaf, (Jakarta: Rajagrafindo, 2015), 138.
19\jiftahulHuda, Mengalirkan Manfaat Wakaf, (Bekasi: Gramata, 2015),
188.
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wakif, mengingkatkan atau membangun citra lembaga,
menghimpun simpatisan, relasi pendukung serta meningkatkan
kepuasan wakif. Teknik sosialisasi wakaf bisa melalui media
massa seperti surat kabar, majalah dan tabloid, radio dan
televisi, film dan video, leaflet, brosur, banner, spanduk dan
sebagainya. Dalam media tertentu, teknik sosialisasi dalam
acara-acara keagamaan bisa dijadikan event sosialisasi wakaf,
seperti khutbah jum’at maupun pengajian umum.*™

Dalam era digital seperti sekarang ini, informasi menjadi
sangat penting untuk disebarluaskan. Sarana atau media untuk
menyampaikan informasi tidak hanya melalui berita formal di
laman portal tertentu, tetapi sudah mampu menjangkau ke
ranah pribadi, yaitu melalui nomer telepon dengan Short
Message Services (SMS) maupun melalui aplikasi Whatsapp
(WA). Keberadaan media yang mampu menembus batas
seperti sekarang ini sangat memudahkan orang untuk
berkomunikasi baik langsung (secara pribadi) maupun tidak
langsung (melalui media group). Kondisi yang serba digital
semakin menuntut seorang nazir untuk Kkreatif menyusun

kalimat atau redaksi yang isinya berupa ajakan kepada

ibid
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masyarakat agar berperan dalam program wakaf yang
dikehendaki.

Dari paparan singkat tentang fundraising wakaf di atas,
maka kita akan mengetahui metode razir organisasi pada
Muhammadiyah dalam melaksanakan penggalangan dana
wakaf atau fundraising. Hal ini Sebagaimana yang

disampaikan oleh Bapak Muh. Arminto:'* «

... selama ini, kita
menggalang wakaf = melalui ~ pengajian-pengajian  yang
dilaksanakan oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah di
Jenangan. Alhamdulillah selama ini cukup efektif, dapat
menyelesaikan program atau proyek yang sedang dibangun.”
Hal yang sama juga dilakukan oleh Bapak H. Sukamto:'® «...
kami melakukan penggalangan wakaf melalui pengajian
cabang dan juga group WA. Salah satu contoh penggalangan
dana wakaf untuk masjid Kertosari, dimana jamaahnya
membuat grup publikasi melalui aplikasi whatsapp untuk
pembelian tanah depan masjid dengan model wakaf tunai, yaitu
menjual tanah dan paving per meter, depan masjid dan
alhamdulillah sekarang berhasil digunakan untuk kemakmuran

masjid setempat.”

192Bapak Muh. Arminto, Wawancara pada 6 Februari 2020.
1%3Bapak H. Sukamto, Wawancara pada 12 Februari 2020.
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Berbagai cara dilakukan oleh nazir organisasi pada
muhammadiyah dalam rangka mewujudkan amanah wakif
mengelola dan mengembangkan wakaf. Selain yang sudah
dilakukan sebagaimana disebutkan di atas, hal lain yang juga
dilakukan adalah membuat proposal dan diajukan ke
penyandang dana dari Yayasan Luar Negeri, seperti Qatar,
Kuwait dan Uni Emirat Arab untuk membangun paket masjid.
Beberapa masjid yang berdiri di lahan wakaf Muhammadiyah
diantaranya banyak terbantu dari program-program luar negeri,
meskipun dari bantuan yang ada, panitia tetap menyiapkan
dana tambahan untuk penyelesaian bangunan masjid yang
direncanakan.

Dengan demikian, maka nazir organsisasi pada
Muhammadiyah telah melaksanakan juga fungsi penggalangan,
pengumpulan dana atau fundraising untuk kepentingan
pengembangan wakaf yang diamanahkan kepada nazir
organisasi.  Terdapat keunikan dan  kekhasan  di
Muhammadiyah dalam aspek penghimpunannya. Keunikan dan
kekhasan tersebut berupa pencitraan lembaga yang dilakukan
oleh semua pengurus dalam pengelolaan harta/benda wakaf
yang diamanahi oleh para wakif/donatur. Disamping itu,

secara rutin melakukan silaturrahmi berupa pengajian dengan
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seluruh wakif, keluarga wakif, jamaah, dan masyarakat.
Dengan silaturrahmi ini, dapat mempengaruhi pada

bertambahnya jumlah wakif yang mendermakan hartanya.



BAB V

KINERJA NAZIR ORGANISASI PADA
MUHAMMADIYAH PONOROGO MENURUT
TEORI PROFESIONALISME ERI SUDEWO

Seluruh organisasi atau lembaga, baik itu lembaga
nirlaba, lembaga sosial, lembaga sektor publik, perusahaan dan
pemerintahan pasti membutuhkan manajemen. Dalam ilmu
manajemen, organisasi didefinisikan sebagai sekelompok orang
yang bekerjasama dalam struktur dan koordinasi tertentu. Nazir
wakaf bisa juga dikategorikan sebagai organisasi karena terdiri
dari sekurang-kurangnya tiga orang yaitu ketua, sekretaris dan
bendahara yang ketiga orang tersebut bekerjasama. Nazir
dalam melaksanakan tugasnya bisa disamakan sebagai manajer
harta wakaf. Sebagai manajer, maka nazir bertugas untuk
memastikan bahwa keseluruhan tujuan yang telah ditetapkan
oleh organisasi dapat diwujudkan melalui rangkaian kegiatan
manajemen. Nazir dituntut untuk mempunyai berbagai
ketrampilan manajerial supaya ia dapat melaksanakan tugasnya
dengan baik.

Nazir merupakan kelompok kerja, maka kerja secara
kolektif (bersama-sama) merupakan ciri dari nazir. Untuk itu

nazir perlu memiliki visi misi yang sama, siap menghadapi

94
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perubahan, senantiasa mau belajar dan bekerja sama, serta

mempunyai Job Discription (pembagian tugas) yang jelas.

nazir sebagai manajer harus memiliki keahlian manajemen

(manajerial skill) sebagai berikut:

1. Keahlian teknis (technical skill), yaitu keahlian yang
diperlukan untuk melakukan pekerjaan spesifik tertentu,
seperti  mengoperasionalkan  komputer,  mendesain
bangunan, membuat lay out kantor, dan lain-lain.

2. Keahlian  berkomunikasi dan ~ berinteraksi  dengan
masyarakat (human relation skill), yaitu keahlian dalam
memahami dan melakukan interaksi dengan berbagai jenis
orang atau lapisan masyarakat. Di antara contoh keahlian
ini adalah keahlian dalam bernegosiasi, memotivasi,
meyakinkan orang, dan lain sebagainya.

3. Keahlian konseptual (conceptual skill), yaitu keahlian
dalam berfikir secara abstrak, sistematis, termasuk di
dalamnya mendiagnosis dan menganalisa berbagai masalah
dalam situasi yang berbeda.

4. Keahlian dalam pengambilan keputusan (decision making
skill), vyaitu keahlian untuk mengidentifikasi masalah
sekaligus menawarkan berbagai alternative solusi atas

permasalahan yang dihadapi.
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Keahlian dalam mengelola waktu (time management skill),
yaitu keahlian dalam memanfaatkan waktu secara efektif

dan efisien. 1%

Beberapa keahlian lain yang harus dimiliki saat ini oleh

seorang nazir wakaf, terutama lembaga wakaf untuk

menghadapi persaingan global, diantaranya:

1.

Keahlian dalam manajemen global (global management
skill), yaitu keahlian manajerial yang tidak saja terfokus
pada satu keadaan di negara tertentu, akan tetapi juga lintas
negara bahkan lintas budaya.

Keahlian dalam hal teknologi (technological skill), yaitu
keahlian manajerial dalam mengikuti dan menguasai

berbagai perkembangan teknologi yang terus berubah.

Beberapa ahli manajemen lainnya menyebut syarat

manajer, termasuk di dalamnya nazir adalah sebagai berikut:

1.

Cerdas, rasional, kreatif, responsive terhadap perubahan,
kosmopolit dan visioner.
Komitmen pada etika (jujur, bertanggungjawab, dan

moralis).

104 Kemenag RI, Nazhir Profesional..., 2005, 83 — 85.



Memiliki energi maksimal.
Mempunyai emotional stability.

Menguasai the knowledge of human relation.

o g ~ w

Personal motivation (inisiatif), proaktif, antusias dan

percaya diri.

7. Mampu melakukan komunikasi sosial  (perhatian,
demokratis, terbuka, dan kalau bisa humoris).

8. Teaching ability (mampu mengabstraksi, mengidentifikasi
masalah, dan berperan sebagai sumber informasi).

9. Technical competency.

10. Berani mengambil resiko dalam setiap keputusan. *®

Eri Sudewo, mantan CEO Dompet Dhuafa, membahas
tentang manajemen zakat yang dapat pula diterapkan pada
manajemen wakaf. Manajemen zakat atau wakaf itu
membutuhkan kesungguhan, keseriusan dan perencanaan yang
memadahi. Eri Sudewo menyebutkan ada 15 penyebab
pengelolaan lembaga sosial'® termasuk manajemen wakaf

yang dianggap kurang profesional, yaitu:

105 H

Ibid
19%Eri Sudewo, Manajemen Zakat; Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4
Prinsip Dasar (Jakarta:Institut Manajemen Zakat, 2004), 11-20.
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Sikap Penyepelean

Pekerjaan Sampingan

Tanpa Manajemen

Tanpa Perencanaan

Struktur Organisasi Tumpang Tindih
Tanpa Seleksi /Fit and Proper Test SDM
Kaburnya Batasan Tugas

Ikhlas Tanpa Imbalan

Dikelola Paruh Waktu

. Lemahnya SDM

. Bukan Pilihan

. Lemahnya Kreatifitas

. Minus Monitoring dan Evaluasi
. Tak Disiplin

. Kepanitiaan
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Menurut Sudirman dalam Total Quality Manajemen

(TQM) untuk wakaf, menjelaskan bahwa dari 15 ciri yang

disebutkan Eri Sudewo di atas terdapat 7 (tujuh) kriteria yang

sesuai untuk menggambarkan kondisi kurang profesionalnya

manajemen wakaf, yaitu:

Sikap Penyepelean,

Pekerjaan

Sampingan, Tanpa Manajemen, Tanpa Seleksi SDM, Ikhlas

Tanpa Imbalan, Lemahnya Kreatifitas, dan Minus Monitoring



99

dan Evaluasi. **" Total Quality Manajemen (TQM) adalah salah
satu model manajemen yang mengutamakan peningkatan
kualitas demi terciptanya daya saing yang tinggi. Cara yang
dilakukan adalah dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi
dan kesempatan yang dimiliki dengan melakukan perbaikan
berkelanjutan untuk kepuasan pelanggan.*®

Wakaf tidak dapat berkembang tanpa manajemen yang
profesional. Untuk itu, pengelolaan wakaf perlu menggunakan
manajemen modern agar dapat memberikan manfaat lebih
banyak bagi kesejahteraan umat. Akhirnya untuk mencermati
pengelolaan wakaf pada organisasi Muhammadiyah, penulis
akan membahas dalam penelitian profesionalisme Kkinerja nazir

organisasi Muhammadiyah Ponorogo menurut Eri Sudewo.

A. Sikap Penyepelean
Dalam tradisi organisasi Muhammadiyah, seseorang
dilarang untuk mencari jabatan, tetapi jika diberi amanah
maka tidak boleh menolak dan melaksanakan dengan
maksimal. Ada sebuah ungkapan yang menjadi pegangan
bersama, vyaitu: “Hidup-hidupilah Muhammadiyah, dan
jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah.” Begitu

Y97sydirman, Total Quality Manajement..., him. 65-68.
%pid, him. 79.
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juga dengan seorang nazir wakaf organisasi, pada saat awal
diberi amanah atau lebih tepatnya adalah ditunjuk oleh
organisasi, maka tugas itu diterima sebagai amanah dan
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dipilihnya
seseorang  menjadi  nazir wakaf, tentu sudah
mempertimbangkan bahwa orang tersebut mampu
melaksanakan tugas ditinjau dari banyak faktor,
diantaranya pekerjaan yang melekat pada diri seseorang
sebelum menjadi nazir, kelonggaran waktu, dan juga
karena faktor-faktor lainnya.

Kata penyepelean maksudnya sama dengan kata
menyepelekan, yang berasal dari kata Sepele. Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata sepele berarti
remeh, enteng, tidak penting.’®® Sementara menyepelekan
yaitu menganggap sepele. Dengan demikian, Sikap
Penyepelean yaitu menganggap sesuatu dengan remeh,
menganggap enteng suatu masalah dan menganggap tidak
penting. Sikap penyepelean ini merupakan sikap yang
seharusnya tidak dilakukan oleh orang-orang di
Muhammadiyah terhadap amanah yang diberikan. Sikap

tidak menyepelekan amanah ini sesuai dengan prinsip yang

1% BBI digital, Kemendikbud RI., 2016-2019.
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ditanamkan =~ Muhammadiyah terhadap  anggotanya.
Sehingga orang yang ditunjuk menjadi nazir diharapkan
tidak akan menyepelekan tugas yang diberikan.
Berdasarkan hasil wawancara pada beberapa orang
nazir Muhammadiyah didapatkan kesimpulan bahwa
meskipun mereka tidak mengharapkan menjadi nazir tetapi
ketika mereka diberi amanah untuk mengelola harta wakaf,
mereka berusaha melaksanakan tugas dengan sebaik-
baiknya dan tidak ada niat menyepelekan tugas kenaziran.
Mereka melaksanakan tugas sebagai nazir dengan sungguh-
sungguh dan berusaha melaksanakan tugas secara
profesional agar wakaf yang dikelola dapat berkembang.

B. Pekerjaan Sampingan
Prof. Harsya W. Bachtiar, guru besar Sosiologi
Universitas Indonesia, membuat daftar ciri-ciri dan perilaku
orang Muhammadiyah seperti yang dilihat dalam
pengamatan dan penelitiannya, yaitu: sederhana, bersahaja,
kerja keras, hemat, suka menabung, filantropis, volunteeris,

110

dan sederet lainnya.”™ Anggota Muhammadiyah, menjadi

190rang-Orang Muhammadiyah Yang Bersahaja,
https://www.suaramuhammadiyah.id/2020/04/18/orang-orang-



https://www.suaramuhammadiyah.id/2020/04/18/orang-orang-muhammadiyah-yang-bersahaja/
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apapun dirinya dan dimanapun berkiprah memiliki
mentalitas positif yang bercirikan antara lain etos kerja
tinggi, artinya selalu ingin bekerja sungguh-sungguh dan
optimal meraih sukses. Dirinya tidak suka mengerjakan
sesuatu dengan asal-asalan, malas, dan sekadar formalitas.
Selain itu, memiliki disiplin tinggi, termasuk menghargai
waktu atau tepat waktu, tidak membiarkan dirinya
menganggur atau banyak waktu luang, serta selalu ingin
berbuat yang positif (QS Al-Ashr: 1-5). Orang
Muhammadiyah  juga = produktif, artinya  selalu
menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan berkualitas baik
dalam berpikir, bertindak, maupun melakukan pekerjaan
atau kegiatan. Dirinya seperti lebah yang suka makan
makanan yang baik, menghasilkan sesuatu yang baik yaitu
madu, dan manakala hinggap di ranting yang rapuh
sekalipun tak pernah merusak.**

Seorang nazir wakaf pada organisasi Muhammadiyah
Ponorogo, umumnya mereka adalah orang-orang yang

memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri maupun bekerja

muhammadiyah-yang-bersahaja/, [18 April 2020], diakses pada 22 Juli
2020, pukul 9:50 WIB.

1110 Karakter Utama Orang Muhammadiyah, https:/klikmu.co/10-
karakter-utama-orang-muhammadiyah/, [24 Januari 2020], diakses pada
24 Juli 2020, pukul 8:58 WIB.



https://klikmu.co/10-karakter-utama-orang-muhammadiyah/
https://klikmu.co/10-karakter-utama-orang-muhammadiyah/
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di instansi swasta dan di Amal Usaha Muhammadiyah
sebelum diberi amanah nazir. Bahkan beberapa diantara
mereka sudah pensiun dari tempat bekerja pada saat
ditunjuk sebagai nazir. Hal ini sebagaimana disampaikan
bapak Abrori Sidig,"'? «... saya ditunjuk sebagai nazir
wakaf pada waktu itu baru pensiun dari pekerjaan, sehingga
mempunyai waktu luang untuk menjalankan tugas sebagai
nazir.,” Demikian juga yang disampaikan bapak Mubh.

Arminto,*? «

... pada waktu itu, keberadaan pengurus nazir
di Jenangan sudah sepuh dan saya diusulkan oleh Majelis
Wakaf PCM untuk menggantikan. Karena saya merasa
masih bisa membagi waktu, akhirnya saya mau saja.”
Tugas kenaziran pada umumnya, termasuk pada
organisasi Muhammadiyah tidak setiap hari ada kegiatan,
melainkan  insidental  (sewaktu-waktu) pada saat
dibutuhkan untuk mengurusi administrasi proses wakaf
hingga keluar sertifikat wakaf. Sedangkan tugas mengelola
dan mengembangkan harta benda wakaf telah diserahkan
(berbagi tugas) dengan Pimpinan Ranting, Majelis yang
terkait dan Amal Usaha Muhammadiyah. Sementara tugas

12Nazir wakaf PCM Babadan, Pensiunan Koperasi Bhakti Ponorogo

3Nazir wakaf PCM Jenangan, sekaligus Kepala MTs Muhammadiyah 2
Ponorogo.
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mengawasi dan melindungi serta melaporkan harta wakaf
dilakukan sambil melaksanakan pekerjaan utama mereka.
Jadi memang dalam melaksanakan tugas sebagai nazir
wakaf organisasi memang masih dapat dilakukan di sela-
sela kesibukan pekerjaan utama. Nazir masih bisa
melaksanakan tugas dengan cara membagi waktu seperti
meminta izin melaksanakan proses wakaf pada saat jam
dinas. Meski demikian hal tersebut tidak mengurangi dalam

melaksanakan tugas nazir secara profesional.

. Tanpa Manajemen

Mengurus sesuatu untuk hajat dan kepentingan pihak
lain membutuhkan lembaga untuk mengelolanya. Unsur
manajemen menjadi bagian penting dalam pengelolaan
wakaf, karena wakaf memerlukan pihak lain untuk
mengelolanya. Oleh karena itu nazir dalam mengelola
wakaf haruslah menerapkan manajemen atau tata kelola
yang baik.

Struktur organisasi nazir wakaf organisasi pada
Muhammadiyah terdiri dari Ketua, Sekretaris dan
Bendahara. Dari susunan kepengurusan yang seperti itu,

tentu dapat tergambar adanya pembagian kerja atau
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manajemen organisasi wakaf. Tugas Ketua salah satunya
adalah  bagaimana  melakukan  fundrising  wakaf,
melaksanakan ikrar dan seterusnya. Tugas sekretaris adalah
mendokumentasikan, membuat laporan dan seterusnya.
Sementara tugas bendahara adalah mengelola pendapatan
dan pengeluaran dari hasil wakaf. Namun demikian, selama
ini tugas bendahara kurang berfungi karena sebagai nazir
tidak ada dana yang dikelola (akan dibahas dalam bab
sendiri).

Tata kelola nrazir menurut undang-undang wakaf
nomor 41 tahun 2014 adalah : 1) melakukan
pengadministrasian harta benda wakaf, 2) mengelola dan
mengembangkan harta benda wakaf, 3) mengawasi dan
melindungi harta benda wakaf, 4) melaporkan pelaksanaan
tugas kepada Badan Wakaf. Dalam teknis pelaksanaan tata
kelola  nazir  Muhammadiyah  diharapkan  dapat
melaksanakan tata kelola wakaf dengan baik. Maka dari itu
Majelis Wakaf dan Kehartabendaan memberikan panduan
form yang bisa diisi data atau dokumen untuk kepentingan
mengelola wakaf.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nazir

wakaf Muhammadiyah didapatkan bahwa manajemen nazir
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wakaf Muhammadiyah sudah dilaksanakan dengan baik
meskipun belum sepenuhnya dapat memenuhi semua syarat
tata kelola wakaf. Ada beberapa kendala yang ditemui oleh
nazir wakaf terkait tata kelola diantaranya proses ikrar
wakaf dan sertifikasi tanah wakaf yang memerlukan proses
panjang sehingga sebagian aset wakaf dalam
pengadministrasiannya belum sempurna, seperti masalah
dokumen kependudukan dari wakif. Masalah lain yang
dihadapi adalah pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf
yang belum maksimal. Ada beberapa aset wakaf yang
belum termanfaatkan secara maksimal karena belum
direncanakan pemanfaatannya. Pelaporan pelaksanaan
tugas adakalanya juga menjadi kendala karena beberapa
proses tata kelola yang dilakukan kurang lengkap

administrasi dan dokumentasinya.

. Tanpa Seleksi SDM

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya,
bahwa proses pemilihan nazir wakaf organisasi pada
Muhammadiyah lebih mengedepankan azas ketersediaan
sumber daya yang ada dan dilihat dari profesi serta aktifitas

seseorang. Dalam menentukan nazir wakaf selama ini tidak
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ada proses rekrutmen hingga fit and proper test (Uji

114 Semua ditentukan oleh

Kelayakan) calon nazir.
pimpinan cabang untuk menunjuk nazir wakaf.

Idealnya, menentukan SDM untuk suatu jabatan atau
wewenang seharusnya dipilih berdasarkan kemampuan atau
kapabilitas sehingga dapat menjalankan tugas sebagai nazir
dengan baik. Sehingga kedepan, dalam proses pemilihan
nazir wakaf dapat mempertimbangkan beberapa syarat atau
kriteria khusus, misalnya berasal dari latar pendidikan yang
mempelajari wakaf, memiliki kemampuan mengoperasikan
komputer, mempunyai komunikasi yang baik, dan lain
sebagainya. Di Muhammadiyah orang yang dipilih menjadi
nazir adalah orang yang dianggap memahami atau
memiliki ilmu tentang wakaf dan orang yang bisa
berkomunikasi dengan masyarakat secara baik.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh bapak Drs. H.
Sukamto (nazir PCM Ponorogo): “...bahwa waktu itu saya
ditunjuk oleh PCM dalam sebuah rapat yang saya sendiri
tidak hadir pada waktu rapat.” ** Beliau diusulkan untuk
menjadi nazir karena latar belakang dari pekerjaan

sebelumnya, vaitu sebagai Kasipena (Kepala Seksi

14Eri Sudewo, Manajemen Zakat; ... hal 14.
115 Bapak H. Sukamto, Ketua Nazir PCM Ponorogo
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Penerangan Agama Islam) di Kemenag Kabupaten
Ponorogo, dimana beberapa program tugasnya yaitu:
mengurusi Wakaf, MTQ maupun PHBI Kabupaten.

Kondisi yang serupa juga disampaikan oleh bapak
Drs. Ahmad Muslih, M.Si.: “Seingat saya, ndazir PCM
Siman dulu oleh PDM diminta mengajukan 3 orang dan
agar lebih mudah maka langsung ketua, sekretaris dan
bendahara PCM sekaligus jadi Nazir wakaf organisasi.” **®
Selain sebagai ketua PCM Siman, beliau juga sebagai
dosen Fakultas Agama Islam (FAI) di Perguruan Tinggi
Muhammadiyah Ponorogo, sebagai Ketua Majelis Wakaf
dan Kehartabendaan PDM Ponorogo serta sebagai anggota
Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Ponorogo. Jadi
dari latar belakang pekerjaan yang demikian tentu beliau
dianggap mampu untuk mengelola wakaf atau menjadi
nazir organisasi.

Meskipun proses pengajuan atau pemilihan nazir
wakaf organisasi pada Muhammadiyah Ponorogo tidak
melalui proses rekrutmen secara terbuka dan terkesan
ditunjuk, namun sebenarnya itu adalah proses seleksi yang

dilakukan oleh Pimpinan. Seseorang ditugasi menjadi nazir

116 Bapak Ahmad Muslih, Ketua Nazir PCM Siman.
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tentu sudah mempertimbangkan bahwa yang bersangkutan
mampu melaksanakan tugas sebagai nazir wakaf. Dengan
demikian tugas kenaziran itu akan dijalankan dengan
sungguh-sungguh. Dengan demikian keberadaan nazir
sesungguhnya sudah melalui seleksi meskipun secara

terbatas oleh Pimpinan Cabang setempat.

E. Ikhlas Tanpa Imbalan

Keberadaan seorang nazir seringkali dipandang
merupakan pekerjaan yang sarat dengan keikhlasan dan
semata-mata lillahi ta’ala. Keadaan ini berbanding terbalik
dengan tugas razir yang mengharuskan nazir berperan aktif
dalam proses komunikasi, administrasi, mendatangi lokasi
wakaf (survey), ke PPAIW (KUA) setempat dan seterusnya
hingga mensertifikatkan tanah wakaf ke BPN. Proses
pelaksanaan tugas nazir sesuai dengan tata kelola wakaf
tentunya memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang tidak
sedikit.

Menurut pasal 12 UU wakaf No 41 tahun 2004
disebutkan bahwa nazir dapat menerima imbalan dari hasil
bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda

wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).
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Maksud dari pada dapat menerima imbalan adalah nazir
diperbolehkan mendapatkan upah atau gaji yang
diambilkan dari hasil bersih pengembangan harta benda
wakaf yang besarnya maksimal 10%. Dengan adanya
peraturan seperti itu, maka semua kebutuhan operasional
wakaf, seperti: akomodasi, administrasi, transportasi dan
kebutuhan razir lainnya bisa diambilkan dari dana tersebut.
Jadi besaran maksimal 10% itu tidak untuk gaji saja, tetapi
sudah mencakup keseluruhan dan gaji merupakan bagian
dari salah satu komponen imbalan sebagaimana ketentuan
tersebut di atas.

Di Muhammadiyah aktifitas nrazir seolah menjadi
sebuah pekerjaan yang sarat dengan keikhlasan. Hal ini
dikarenakan menjadi nazir Muhammadiyah selama ini
tidak mendapatkan gaji khusus, berupa upah atau imbalan.
Nazir wakaf Muhammadiyah menyadari keadaan tersebut
dan tidak menuntut adanya imbalan. Meskipun tidak
berharap atau tidak ada imbalan, hal itu tidak mengurangi
semangat untuk mengelola wakaf demi kesejahteraan
masyarakat.

Pekerjaan nazir bisa disebut merupakan tugas

tambahan dari organisasi dalam pengabdian kepada umat.
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Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Drs. Ahmad Muslih,
M.Si.: “... sebagai nazir wakaf tidak ada gajinya, bahkan
kadang nalangi**’ untuk beli materei, foto copy dan
sebagainya. Sementara ini tugas maupun pekerjaan masih
disambi dan memang belum bisa disebut professional.” 118
Istilah menarik tentang tidak adanya imbalan atau gaji
sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Abrori Sidiq,
“Moloikatan pun. (maksudnya: semoga dicatat oleh
Malaikat sebagai perbuatan yang baik). Ikhlas mawon.” 119
Meskipun dilakukan dengan ikhlas tanpa imbalan, hal itu
tidak mengurangi tugas sebagai nazir dan tetap

dilaksanakan secara profesional.

F. Lemahnya Kreatifitas
Manajemen pada dasarnya adalah seni atau proses
dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan
pencapaian tujuan, agar tujuan dari organisasi dapat dicapai
dengan efektif dan efisien. Nazir mempunyai tanggung

jawab yang berat dalam pengelolaan wakaf, selain dituntut

K BBI digital, Kemendikbud RI., 2016-2019. Menalangi artinya: memberi
pinjaman uang untuk membayar sesuatu.

18Nazir wakaf PCM Siman, dosen Unmuh, anggota BWI Ponorogo, Ketua
Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Ponorogo.

19Bapak Abrori Sidig, Ketua Nazir PCM Babadan.
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oleh masyarakat akan pentingnya fungsi wakaf, Kompilasi
Hukum Islam juga mengamanatkan: “Nazir berkewajiban
untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan
wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai
dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur
oleh Menteri Agama.*?°

Suatu lembaga wakaf akan berhasil jika nazir
mempunyai pengetahuan tentang wakaf dan cara
pengelolaannya, mempunyai keterampilan yang memadahi
untuk pengembangan wakaf dan mempunyai kepedulian
terhadap pemanfaatan wakaf untuk kemashlahatan umat.
Ada 3 (tiga) aspek keberhasilan nazir dalam mengelola
wakaf, yaitu:
a. Aspek Pengetahuan

Nazir seharusnya memahami:

1) Kewajiban, fungsi dan hak nazir.

2) Cara pengelolaan wakaf.

3) Cara membina dan membimbing pemanfaatan dan

pemeliharaan wakaf

120 ompilasi Hukum Islam, Pasal 220 ayat
1,https://drive.google.com/file/d/0B2DawF41bYh0QktWUHBGMjVqcnclvi
ew, [2 Desember 2019], diakses pada pukul 07:58 WIB.



https://drive.google.com/file/d/0B2DawF41bYh0QktWUHBGMjVqcnc/view
https://drive.google.com/file/d/0B2DawF41bYh0QktWUHBGMjVqcnc/view
https://drive.google.com/file/d/0B2DawF41bYh0QktWUHBGMjVqcnc/view
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b. Aspek Keterampilan

Nazir terampil dalam:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Melakukan pelayanan administrasi / sarana tanah
wakaf.

Pembukuan keuangan wakaf.

Melakukan surat menyurat.

Mengatur kebersihan dan ketertiban bangunan /
tanah/sarana wakaf.

Mengumpulkan dana untuk keperluan
pembangunan dan pengembangan wakaf.
Melakukan pencatatan, pelaporan dan dokumentasi
wakaf.

Mampu melakukan advokasi dan sosialisasi fatwa
MUI tentang wakaf uang.

Mengumpulkan dan mendayagunakan wakaf uang

secara benar.

c. Aspek Perilaku

Nazir wakaf mempunyai sikap:

1)

2)

Peduli terhadap kepentingan dan kemajuan kegiatan
wakaf.
Aktif bersama masyarakat untuk pemanfaatan hasil

wakaf untuk kemashlahatan umat.
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3) Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam
meningkatkan produktifitas tanah wakaf.
4) Tanggap terhadap permasalahan dan kesulitan

dalam pengelolaan wakaf. **

Berdasarkan tahapan kegiatan manajemen atau sistem
pengelolaan wakaf, ada 4 (empat) tahapan, yaitu:
a. Sistem Perencanaan / Planning
Dalam perencanaan perlu dilakukan identifikasi
masalah dan kebutuhan, penetapan prioritas masalah,
identifikasi potensi yang dimiliki, penyusunan rencana
kegiatan yang dilengkapi dengan jadwal, anggaran dan
pelaksana, serta tujuan yang akan dicapai.
b. Sistem pengorganisasian/Organizing
Supaya pemeliharaan dan pengaturan tanah wakaf
dapat berjalan sesuai fungsinya, maka perlu
dilaksanakan secara teroganisir dengan memperhatikan
beberapa hal sebagai berikut:
1) Memiliki sistem, prosedur dan mekanisme kerja.
Sistem ini untuk memperjelas mekanisme kerja

nazir, sehingga pembagian tugas tidak terikat oleh

121Kemenag RI, “Pola Pembinaan ...”, 2004, 76 — 77.
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2)

3)

satu orang tertentu saja, melainkan terikat kepada

prosedur dan aturan main yang ada.

Mempunyai komite pengembangan fungsi wakaf.

a)

b)

c)

d)

Mengembangkan fungsi dan peran lembaga
keagamaan dibidang perwakafan dalam upaya
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan
keadilan sosial.

Menumbuhkan peran wakaf yang berdimensi
ibadah,  peningkatan  ekonomi  dhuafa’,
peningkatan pendidikan dan dakwah.

Membuat pilot proyek percontohan dalam
pendayagunaan tanah wakaf yang produktif.
Mengoptimalkan pelaksanaan wakaf tunai

dengan pengelolaan yang professional.

Melakukan sistem manajemen terbuka.

a) Nazir sebagai lembaga publik, perlu melakukan

b)

hubungan timbal balik dengan masyarakat,
hubungan tersebut dapat dilaksanakan melalui
publikasi media.

Melakukan kerjasama dengan pihak investor,
konsultan, tokoh agama dan lembaga-lembaga

keagamaan dalam pengembangan fungsi wakaf.
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c. Sistem Pelaksanaan/Actuiting
Benda wakaf adalah amanah yang harus dikelola sesuai
dengan tujuan wakaf, maka operasional kegiatan wakaf
perlu dilakukan secara optimal sesuai prosedur Kkerja
dan berpedoman kepada perencanaan yang telah

disepakati, sehingga manfaat benda wakaf bisa kekal.

d. Sistem Pengawasan/Controlling
Nazirsebagai lembaga masyarakat dan ditugasi untuk
mengelola benda wakaf, terutama benda wakaf
produktif perlu memiliki manajemen dan akuntansi
yang sistematis. Sistem tersebut di atas dimaksudkan
agar pengawasan kegiatan dan keuangan dapat

dilakukan secara efektif dan akurat. *??

Pelaksanaan manajemen nazir wakaf pada organisasi
Muhammadiyah sebagaimana dipaparkan pada bab
sebelumnya, bahwa untuk pengelolaan harta wakaf
diserahkan kepada Pimpinan Ranting, Majelis dan Amal
Usaha, sehingga kegiatan manajemen yang meliputi

Perencanaan,  Pengorganisasian,  Pelaksanaan  dan

122|hid., 77-81.
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Pengawasan kurang atau tidak terlaksana semuanya dengan
baik. Hal yang demikian tentu dikarenakan keberadaan
nazir wakaf pada organisasi Muhammadiyah melaksanakan
tugasnya di awal-awal pada saat mengurus administrasi
perwakafan.

Dalam hal kreatifitas wakaf, sudah disesuaikan dengan
keinginan dan niat wakif pada saat ikrar wakaf, sehingga
peruntukannya tidak mengurangi dari tujuan wakaf.
Seseorang yang akan berwakaf (calon wakif) biasanya
mencari  Pimpinan = Cabang ~ Muhammadiyah untuk
menyampaikan keinginan ~wakaf, setelah itu nazir
menindaklanjuti dari informasi yang diperoleh hingga
meyakinkan kepada wakif tentang proses wakaf dan
pengelolaannya. Harta wakaf yang dititipkan pada
organisasi Muhammadiyah dikembangkan lebih baik
dengan tidak mengurangi tujuan dari wakif.

. Minus Monitoring dan Evaluasi

Penilaian organisasi biasanya dilaksanakan secara
berkala dan berjenjang. Program kerja tahunan dievaluasi
bersamaan dengan selesainya program, kemudian seluruh

program dinilai secara keseluruhan pada akhir tahun
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anggaran. Forum penilaian ini, dilakukan evaluasi total
terhadap kesesuaian perjalanan organisasi lembaga usaha
dengan strategi induk yang telah ditetapkannya, sehingga
forum tersebut dapat saja menghasilkan rekomendasi
berupa perlunya tindakan penyesuaian program terhadap
strategi induk. Penilaian dan evaluasi di organisasi
Muhammadiyah dilakukan setiap 5 tahun sekali dalam satu
periode. Pada forum itulah nazir melalui majelis wakaf dan
kehartabendaan menyampaikan laporan asset wakaf yang

dimiliki dan kondisi pengelolaan yang ada.

Dari pemaparan tentang kinerja profesionalisme menurut
teori Eri Sudewo di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam
melaksanakan tugasnya sebagai nazir wakaf organisasi
Muhammadiyah telah dilakukan secara profesional meski
kondisinya tidak ideal.



BAB VI

IMPLIKASI KENAZIRAN ATAS TUGAS NAZIR
PADA MUHAMMADIYAH PONOROGO

Perwakafan di Muhammadiyah memiliki peranan penting
terhadap perkembangan dakwah Islam. Persyarikatan
Muhammadiyah Ponorogo memiliki banyak amal usaha yang
didirikan di atas tanah wakaf ataupun yang merupakan aset
wakaf. Pada dasarnya kinerja nazir wakaf yang berkaitan
dengan  administrasi, pengelolaan, pemanfaatan, dan
pengembangan harta wakaf telah dilaksanakan oleh nazir
Muhammadiyah. Tugas dan fungsi nazir Muhammadiyah
sangat terbantu dengan keberadaan Amal Usaha. Dimana,
pengelola amal usaha sekaligus menjadi penanggung jawab
atas keberlangsungan dan pemanfaatan serta pengembangan
harta wakaf.

Dengan kondisi tata kelola manajemen nazir wakaf
sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya,
maka hal itu tentu berpengaruh pada kelembagaan, SDM, aset,
dan pemanfaatan wakaf. Adapun implikasi dari tata kelola
yang demikian akan dijelaskan sebagaimana berikut:

119
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A. Implikasi Kelembagaan

Sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya, bahwa
seseorang menjadi nrazir wakaf Muhammadiyah pada
awalnya memang ditunjuk, ditugasi, diamanahi, dan
sebutan lainnya. Yang jelas, nazir muhammadiyah tidak
melalui proses rekrutmen dan rata-rata menjadi nazir
bukanlah pekerjaan utama. Meski demikian, nazir telah
melakukan tugasnya secara terorganisir serta dapat
melaksanakan proses administrasi terhadap aset wakaf
dengan baik. Kinerja yang terorganisir akan membantu
ketercapaian tujuan pemanfaatan wakaf. Sedangkan
administrasi yang tertib akan mampu menunjukkan
perkembangan aset wakaf dan juga pemanfaatannya.
Pengorganisasian dan administrasi ini berkaitan dengan
tanggung jawab nazir terhadap aset wakaf.

Meskipun secara pelaksanaan tugas nazir telah
melakukan ~ tanggung  jawabnya, namun  secara
kelembagaan organisasi, masih memiliki kelemahan,
diantaranya:

a. 1) Keberadaan nazir di masyarakat tidak mudah
ditemukan karena tidak memiliki kantor tetap dan

tidak ada papan nama nazir.
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a. 2) Tugas nazir dikerjakan di sisa-sisa waktu atau pada

saat waktu luang.

Dengan kondisi yang ada sekarang, keberadaan nazir
secara kelembagaan memang kurang memenuhi unsur
profesionalisme dalam pekerjaan. Kondisinya bila dilihat
secara kasat mata belum menampakkan sebuah organisasi
yang mengelola aset wakaf yang banyak dan mampu
menghasilkan dana yang luar biasa besarnya. Namun,
dibalik itu ternyata telah berhasil mewujudkan keinginan
daripada wakif, mulai dari masjid/musholla, pendidikan
dan lain sebagainya. Hal menjadi bukti bahwa nazir wakaf
pada organisasi Muhammadiyah sesungguhnya telah

bekerja dalam senyap.

mplikasi SDM

Pelaksanaan tugas dan kinerja nazir wakaf pada
organisasi  Muhammadiyah  mengedepankan nilai
kejujuran, amanah terhadap tugas yang diberikan. Tertib
administrasi  merupakan ciri atau watak orang
Muhammadiyah serta mengedepankan keikhlasan dalam

bekerja karena mengharap ridho Allah semata. Dalam
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mengemban amanah sebagai nazir, setidaknya telah
memenuhi standart minimal sesuai UU wakaf, yaitu:
beragama Islam, Mukallaf (memiliki kecakapan dalam
melakukan perbuatan hukum), sehat jasmani dan rohani
serta tidak berada dibawah pengampunan (mampu
melaksanakan tugas secara mandiri dan bebas).

Pada hakikatnya, kedudukan nazir sama dengan
kedudukan pekerja sosial lainnya yang dituntut bekerja
secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugasnya
mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai
dengan peruntukannya sehingga berdampak memberikan
kesejahteraan sosial. Pandangan ini berlawanan dengan
referensi figih klasik, yang menyatakan bahwa peranan
nazir tidak begitu dianggap penting dan tidak termasuk
salah satu rukun wakaf. Namun melihat tujuan dan
kecenderungan pengembangan serta pemberdayaan wakaf
yang diintensifkan saat ini, sudah saatnya nazir ini
mendapatkan perhatian khusus dan lebih bahkan sudah

saatnya dimasukkan ke dalam salah satu rukun wakaf.'??

2ZAli Khosim dan  Busro, “Konsep Nazhir Wakaf Profesional
DanlmplementasinyaDi Lembaga Wakaf Nu Dan Muhammadiyah”,Volume
11 No. 1 Edisi Juni 2018,70.
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Dengan tata kelola dan manajemen wakaf
sebagaimana telah diterangkan pada bab sebelumnya, bila
dilihat secara sekilas memang sepertinya biasa-biasa saja.
Nazir muhammadiyah telah melaksanakan tugasnya untuk
mengadministrasikan, mengelola dan mengembangkan,
mengawasi dan melindungi aset wakaf meski dikerjakan di
sela-sela kesibukan pekerjaan utama, tetapi orang-orang
Muhammadiyah adalah orang yang aktif bergerak dalam
dakwah. Tidak mengenal rasa lelah dan terus berdakwah
selama masih ada orang lain yang membutuhkan
tenaganya. Kendala yang terjadi di lapangan lebih banyak
bukan dikarenakan oleh nazir, tetapi biasanya persoalan
administrasi kependudukan dan juga terkait dengan
pengurusan berkas di Badan Pertanahan Negara (BPN)
karena berkas dinyatakan belum lengkap. Jadi secara
SDM, nazir Muhammadiyah masih mampu melaksanakan

tugasnya dengan baik.
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C. Implikasi Aset dan pemanfaatannya
Administrasi harta wakaf yang dikelola nazir

muhammadiyah Ponorogo yang dikoordinir oleh majelis
wakaf dan kehartabendaan mencatat bahwa persyarikatan
Muhammadiyah Ponorogo memiliki berbagai aset
diantaranya :

144 Bustanul Athfal (PAUD),

19 SD/Ml,

- 16 SMP/MTs,

- 14 SMA/MA,

- 1 Perguruan Tinggi,

- 5 Pondok Pesantren,

- 155 Masjid/Mushola,

- 15 Panti Asuhan,

- 11 Bidang Ekonomi (BPR, BPRS, Swalayan,
Koperasi, Baitul Mal/BMT dan lainnya),

- 5 Bidang Kesehatan (Rumah Sakit/Klinik), dan

-1 Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).**

12%https://www.muhammadiyahponorogo.or.id [17 Juni2020], diakses pada 4
Nopember 2020 pukul 18.00
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Grafik 1 : Pemanfaatan Aset Wakaf

Panti Asuhan
2%

Keberhasilan mengelola dan mengembangkan wakaf
tersebut tidak luput dari manajemen wakaf yang ada di
Persyarikatan Muhammadiyah Ponorogo. Jadi dengan
manajemen yang telah berjalan selama ini, aset wakaf dan
pendayagunaannya terus mengalami pertambahan setiap
tahunnya atau tiap periode. Hal tersebut dapat dilihat dari

data sebagai berikut:
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Tabel 6.1 : Perkembangan Aset Wakaf :°

No Pemanfaatan Tahun Tahun
2010 — 2015 | 2015 — 2020

1. | Masjid 128 139

2. Musholla 77 90

3. | Pendidikan 109 125

4. | Panti Asuhan 10 13

5. | Pondok Pesantren 5 9

6. Klinik/Rumah Sakit 22 27

7. | Usaha 4 15

8. | Pertanian 74 87

0. Kantor 9 11

10. | Tanah kosong 9 13

Dengan melihat data tabel diatas dapat diketahui
adanya pertambahan dalam pemanfaatan harta wakaf pada
Muhammadiyah. Nazir wakaf Muhammadiyah telah
melaksanakan tugasnya dengan baik dan mengelola secara
profesional namun tidak ideal menurut teori Eri Sudewo.
Kenyataannya, pengelola wakaf atau nazir sudah berusaha
maksimal untuk meyakinkan para wakif dan calon wakif
untuk  menitipkan hartanya kepada persyarikatan

Muhammadiyah Ponorogo.

125 | aporan perkembangan aset wakaf PDM Ponorogo
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Potensi wakaf masih punya peluang sangat besar
untuk bisa dikembangkan seiring dengan pemahaman
masyarakat terhadap definisi wakaf juga berkembang.
Tentu saja potensi itu sulit direalisasikan jika tidak
dilakukan perbaikan manajemen wakaf yang baik, dari
mulai rekrutmen, fundrising, pengembangan hingga
distribusi. Maka ~ nazir wakaf organisasi pada
Muhammadiyah yang telah memiliki aset sangat besar
harus menata kembali manajemen yang ada selama ini
agar perwakafan atas nama persyarikatan bisa terus
berkembang dan terus mendapatkan kepercayaan dari
calon wakif.

Begitu juga dengan pola manajemen  nazir
Muhammadiyah Ponorogo yang berjalan selama ini
memang sudah bagus, terbukti dari indikasi:

1. Semakin beragamnya jenis pemanfaatan aset wakaf,
yaitu tidak terbatas pada masjid/mushola tetapi
menyesuaikan kebutuhan masyarakat.

2. Semakin bertambahnya jumlah wakaf yang dititipkan
kepada organisasi Muhammadiyah.
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3. Adanya kesadaran menjaga dan memperbaiki kondisi
atau renovasi aset wakaf yang mulai rusak karena
termakan usia.

4. Data yang selalu diperbarui oleh Majelis Wakaf dan
Kehartabendaan serta menjadi laporan  resmi

organisasi.

Namun demikian, perlu adanya peningkatan kualitas
manajemen wakaf agar bisa sepenuhnya profesional. Hal ini
menjadi  pekerjaan rumah buat Majelis Wakaf dan
Kehartabendaan agar mengkoordinir para nazir untuk
dilakukan pembinaan dan pelatihan tentang tata kelola yang
tertib, rapi, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan secara

profesional.



BAB VII
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan

terhadap nazir muhammadiyah mendapatkan beberapa

kesimpulan yaitu :

1.

2.

Bahwa nazir wakaf Muhammadiyah telah bekerja
secara maksimal dalam mewujudkan keinginan wakif
dan menjaga harta wakaf dengan baik sebagaimana
tugas nazir menurut UU No 41 tahun 2004 tentang
Wakaf, yaitu:

a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf

d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI.

Nazir wakaf Muhammadiyah telah melaksanakan
tugasnya dengan baik dan mengelola wakaf secara
profesional namun tidak ideal menurut teori Eri
Sudewo. Kenyataannya, pengelola wakaf atau nazir
sudah berusaha maksimal untuk meyakinkan para wakif
dan calon wakif untuk menitipkan hartanya kepada
persyarikatan Muhammadiyah Ponorogo.

129
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3. Adapun implikasi dari tata kelola wakaf selama ini
adalah:

a) Keberadaan nazir di masyarakat tidak mudah
ditemukan karena tidak memiliki kantor tetap dan
tidak ada papan nama nazir.

b) Sebagai nazir, setidaknya telah memenuhi
standart minimal sesuai UU wakaf, yaitu:
beragama Islam, Mukallaf, sehat jasmani dan
rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan.

c) Dengan manajemen yang telah berjalan selama
ini, aset wakaf dan pendayagunaannya terus
mengalami pertambahan setiap tahunnya.

B. SARAN
Saran yang dapat penulis sampaikan kepada:

1. Bagi peneliti lanjutan hendaknya dapat juga melihat sisi
positif  profesionalisme pengelolaan aset wakaf
sehingga dapat meningkatkan ghirah atau semangat
untuk melaksanakan tugas sebagai nazir.

2. Bagi Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Persyarikatan
Muhammadiyah hendaknya mengadakan pelatihan tata

kelola wakaf bagi para nazir untuk meningkatkan
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profesionalitas dalam mengelola aset wakaf,seperti cara
pengarsipan  (penyimpanan  dokumen),  teknik
berkomunikasi dan negosiasi,termasuk juga pelatihan
tentang fundrising wakaf.

Bagi PPAIW (Petugas Pencatat Akta Ikrar
Wakaf/KUA), hendaknya berkoordinasi dengan Kepala
Desa agar melakukan verikasi atau meneliti berkas
kependudukan calon wakif sehingga pada saat diurus ke
Badan Pertanahan Negara (BPN) untuk dilakukan balik
nama sertifikat tanah dari pribadi menjadi aset wakaf,
tidak ada keraguan dan prosesnya bisa lebih cepat.

Bagi masyarakat umum hendaknya dapat terus
mempercayakan harta wakaf kepada nazir wakaf
Muhammadiyah karena aset wakaf yang dikelola oleh
Muhammadiyah telah terbukti memberi warna dalam
kehidupan bermasyarakat.

Bagi para nazir hendaknya dapat memasang papan
nama atau PLANG di setiap aset wakaf yang dikelola.
Biaya papan nama bisa dari amal usaha itu sendiri,
namun konsep, desain dan pengadaan barang bisa dari

inisiatif nazir.
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